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1BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Awal pemikiran tentang pembangunan sering diasosiasikan dengan
perkembangan, atau pembangunan dengan modernisasi dengan fokus pada
empat isu sentral  yakni: (a) akumulasi modal (b) pertumbuhan ekonomi (c) peran
pemerintah dan (d) transformasi struktural. Berdasarkan paradigma tersebut
telah mengantarkan banyak negara sedang berkembang memasuki tahapan
yang lebih modern sebagai titik awal menuju kehidupan yang lebih sejahtera.
Walaupun demikian masih tetap menuai banyak kritik karena telah menciptakan
kesenjangan dan ketimpangan. Keadaan tersebut melahirkan kritik dengan
memusatkan perhatian pada empat isu mendasar yakni: (1) kemiskinan yang
tinggi, (2) distribusi pendapatan yang timpang, (3) ketidakadilan, dan (4) ketidak
kebebasan dalam demokrasi. Menurut paradigma ini makna dari pembangunan
bukan semata-mata pada peningkatan pendapatan per kapita, melainkan
penurunan pengangguran dan kemiskinan, pemerataan distribusi pendapatan,
serta penghapusan ketidakadilan.
Berdasarkan kritik tersebut, Haq (1995) membuat refleksi sekaligus
menandai pergeseran paradigma pembangunan dari “national icome accounting”
ke “people-centered policy” dengan rumusan “The human development paradigm
is concerned both with building up human capabilities through investment in
people and with using those human capabilities fully through an enabling
framework for growth and employment. Paradigma ini mempunyai empat
komponen esensial. Pertama, kesetaraan yang merujuk pada kesamaan dalam
memperoleh akses ke sumberdaya ekonomi dan politik yang menjadi hak dasar
warga negara. Kedua, produktivitas yang merujuk pada usaha-usaha yang
2bertujuan meningkatkan kegiatan ekonomi. Ketiga, pemberdayaan yang merujuk
pada setiap upaya membangun kapasitas masyarakat dengan cara melakukan
transformasi potensi dan kemampuan, sehingga mereka memiliki kemandirian,
otonomi dan otoritas dalam melaksanakan pekerjaan dan mengatasi
permasalahan sosial. Keempat, berkelanjutan yang merujuk pada strategi dalam
mengelola modal pembangunan: fisik, manusia, finansial dan lingkungan agar
bisa dimanfaatkan guna mencapai tujuan utama pembangunan yaitu
kesejahteraan rakyat.
Berdasarkan paradigma tersebut, perkembangan pemikiran
pembangunan tidak lagi semata menempatkan nilai moneter dalam
menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat, seperti tingkat pendapatan
per kapita, tetapi telah berkembang mencakup pengukuran-pengukuran non-
ekonomi. Van Den Berg (2005) menawarkan pengukuran pencapaian tujuan
pembangunan ekonomi pada hal-hal yang lebih abstrak, terkait dengan aspek
sosial, budaya dan ekonomi masyarakat yang lebih fokus menggambarkan
tingkat kemajuan pembangunan manusia (human development) atau biasa
disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Menjamin terselenggaranya pembangunan manusia, khususnya yang
secara langsung berupa investasi modal manusia, sejumlah model pertumbuhan
telah dikembangkan. Model neoklasik secara umum menekankan pada
penyediaan tenaga kerja, stok modal dan perubahan teknologi dalam proses
pertumbuhan ekonomi, yang kemudian berkembang menjadi human capital
model dalam pertumbuhan ekonomi. Barro dan Sala-i-Martin (2004)
memperkenalkan model endogenous yang menekankan pentingnya kebijakan
fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya bermuara
3pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, pertumbuhan
ekonomi di dorong oleh peningkatan pengeluaran pemerintah untuk pelayanan
publik serta pengembangan teknologi untuk mencapai derajat kesejahteraan
masyarakat yang lebih tinggi.
Untuk itu, peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam menjawab
tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Mengacu pada pandangan
Keynes dalam Pressman (2006) menggambarkan pentingnya peran pemerintah
dalam perekonomian melalui kebijakan fiskal yang dapat dijelaskan bahwa ketika
kinerja ekonomi memburuk dan investasi menurun sehingga memperlambat
kegiatan ekonomi, pemerintah harus menstabilkan tingkat investasi. Pemerintah
seharusnya meminjam uang untuk menutupi defisit anggaran dan berperan serta
dalam investasi publik, seperti pembuatan jalan, jembatan baru , membangun
sekolah untuk meningkatkan pendidikan yang lebih baik. Sebaliknya apabila
investasi bisnis tinggi karena optimisme yang besar, pemerintah harus
menghentikan peminjaman dan mengurangi investasi publiknya.
Peran pemerintah dalam mengatur pengeluarannya merupakan
merupakan instrumen penting untuk mengendalikan perekonomian. Banyak
ekonomi berpendapat bahwa kenaikan pengeluaran pemerintah menjadi
instrumen yang efektif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena
itu, pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja modal dapat memberikan
kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi. Model pertumbuhan endogen
(Barro, 1990) menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah yang produktif akan
mempengaruhi tingkat pertumbuhan. Salah satu pengeluaran pemerintah yang
dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah belanja modal berupa
penyediaan infrastruktur seperti listrik, transportasi, pendidikan dan kesehatan.
4Sebagai contoh, pengeluaran pemerintah untuk kesehatan dan pendidikan akan
meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan meningkatkan pertumbuhan output
nasional.
Namun, beberapa ekonom tidak mendukung pernyataan bahwa
peningkatan pengeluaran pemerintah akan menciptakan pertumbuhan ekonomi.
Mereka menyatakan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah akan
mengurangi kinerja ekonomi secara keseluruhan. Misalnya, dalam upaya untuk
membiayai kenaikan pengeluaran, pemerintah dapat meningkatkan pajak. Pajak
penghasilan yang lebih tinggi menyebabkan individu enggan untuk bekerja
selama berjam-jam yang menyebabkan akan mengurangi pendapatan dan
permintaan. Jadi tindakan pemerintah secara agregat kadang-kadang
mengakibatkan misalokasi sumber daya dan menghambat pertumbuhan output
nasional. Bahkan, penelitian Barro (1991), dan Engen and Skinner (1992),
menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah yang besar memiliki dampak
negatif pada pertumbuhan ekonomi.
Sejalan dengan pemikiran tersebut Myrdal dalam Pressman (2006)
mengusulkan kebijakan fiskal dari pemerintah federal untuk pendidikan,
perumahan dan jaminan pendapatan untuk mencapai full-employment dan
mengatasi masalah kemiskinan di negara berkembang. Untuk itu pemerintah
dituntut bagaimana mendesain kebijakan pembangunan ekonomi melalui
kebijakan fiskal untuk mencapai tujuan makro ekonomi, yakni pertumbuhan
ekonomi, terbukanya kesempatan kerja dan stabilitas harga (Mankiw, 2007).
Peran pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui
kebijakan fiskal, pada tingkat nasional tergambar melalui APBN dan pada tingkat
daerah diwujudkan melalui APBD daerah bersangkutan. Kebijakan ekonomi pada
5skala daerah yang diikuti dengan kebijakan keuangan daerah merupakan
implementasi desentralisasi fiskal sebagai wujud desentralisasi pembangunan di
Indonesia. Pendekatan desentralisasi pada bidang fiskal dianggap sebagai solusi
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik secara langsung maupun
melalui indikator-ndikator makroekonomi seperti; pertumbuhan ekonomi serta
terbukanya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat di
setiap daerah.
Kebijakan pembangunan daerah yang dijabarkan dalam kebijakan
keuangan daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
merupakan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk semakin nyata
memanfaatkan kewenangannya untuk mengembangkan kapasitas pembangunan
dan perekonomian daerah sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan
masyarakatnya. Kebijakan APBD merupakan gambaran keseriusan pemerintah
daerah dalam meningkatkan pelayanan publik untuk meningkatkan
Kesejahteraan masyarakat. Pada aspek belanja daerah, kebijakan belanja harus
bisa memberikan efek multiflier yang besar terhadap aktivitas ekonomi
masyarakat melalui program-program yang didanainya.
Karseno dalam Sultan (2010) melihat bahwa desentralisasi pada bidang
keuangan daerah, seluas-luasnya hanya terjadi pada sisi pengeluaran, bukan
pada sisi penerimaan daerah. Penekanan desentralisasi fiskal pada alokasi
belanja daerah merupakan upaya strategis yang dilakukan untuk peningkatan
pelayanan publik, sebagai jembatan menuju tercapainya kesejahteraan
masyarakat dalam jangka panjang. Dengan demikian pemerintah daerah dituntut
untuk mengalokasikan pengeluarannya dalam bentuk belanja daerah yang lebih
efisien dan efektif untuk kepentingan masyarakat daerah bersangkutan,
6khususnya pada sektor-sektor pembangunan daerah yang memiliki nilai strategis
dalam menciptakan multiplier yang tinggi. Untuk itu efisiensi dan efektivitas peran
pemerintah menurut Tiebout (1956), Musgrave and Musgrave (1983), Hayek
dalam Khusaini (2006) dan Ulbrich (2011) dapat dicapai karena pemerintah
daerah yang lebih dekat dengan masyarakatnya, mereka akan lebih tahu apa
yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat loal daripada pemerintah
pusat.
Alokasi belanja modal pada pada setiap daerah yang dijabarkan dalam
APBD sebagai investasi sektor publik sangat diperlukan, karena di samping
memberikan efek langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat melalui
implementasi program-program padat karya, juga secara tidak langsung melalui
pengembangan aktivitas usaha ekonomi bagi perusahaan (Keynes dalam
Pressman, 2006). Ketersediaan sejumlah infrastruktur di daerah akan
mendorong berkembangnya investasi swasta sehingga membuka lapangan
pekejaan yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan kesejahteraan
masyarakat daerah bersangkutan.
Proses yang belangsung dalam upaya meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, pemerintah daerah selalu didorong untuk senantiasa meningkatkan
alokasi belanja modalnya dalam APBD. Melalui alokasi belanja modal tersebut
akan menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat melalui program
kegiatan pembangunan yang diimplementasikan setiap tahunnya. Seperti melalui
pembangunan infrastruktur perdesaan dan perkotaan yang bersifat padat karya.
Selain itu, dengan pembangunan infrastruktur ekonomi, akan mendorong
aktivitas ekonomi secara luas yang diharapkan dapat mendatangkan investasi
swasta., sehingga akan meningkatkan kapasitas produksi  barang dan jasa pada
7berbagai aktivitas kegiatan ekonomi masyarakat yang berdampak pada
pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi
daerah yang disebabkan oleh peningkatan produksi barang dan jasa sebagai
akibat dari penigkatan pengeluaran pemerintah pada sektor-sektor ekonomi yang
dijalankan oleh masyarakat akan memberikan pengaruh pada penyerapan
tenaga kerja. Selanjutnya, penyerapan tenaga kerja tersebut sangat tergantung
pada aktivitas ekonomi yang dijalankan, apakah bersifat labour intensive atau
bersifat capital intensive. Sebuah pertumbuhan ekonomi yang bermuatan labour
intensive akan memberikan pengaruh positif pada penyerapan tenaga kerja,
sebaliknya, kalau bermuatan capital intensive, akan berdampak pada terjadinya
penurunan penyerapan tenaga kerja.
Penting untuk mencermati proses tersebut di dalam kerangka
pembangunan dewasa ini dengan melihat bagaimana kemampuan alokasi
belanja modal daerah dalam memberikan efek multiplier pada peningkatan
kesejahteraan masyarakatnya. Melalui alokasi belanja modal yang secara
optimal bersinergi dengan alokasi belanja lainnya, tujuan makro ekonomi daerah,
khususnya yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga
kerja diharapkan mampu ditingkatkan. Korelasi ini ditunjukkan oleh Keynes
dalam Mankiw (2007) dan Djohanputro (2008), bahwa belanja modal (investasi
sektor publik) akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja
melalui multiplier effect.
Pengeluaran pemerintah untuk overhead sosial dan ekonomi memberikan
kesempatan kerja, menaikkan pendapatan, dan selanjutnya meningkatkan
kapasitas perekonomian secara keseluruhan. Cziraky dalam Nursini (2006)
menegaskan bahwa pengeluaran pemerintah berdampak positif terhadap
8pertumbuhan melalui dua mekanisme: Pertama, melalui peningkatan kuantitas
faktor produksi yang menyebabkan peningkatan pertumbuhan output. Kedua,
secara tidak langsung melalui peningkatan tambahan produktivitas faktor-faktor
produksi yang disediakan oleh sektor swasta. Jenis pengeluaran pemerintah
tersebut, nampak mendukung teori pertumbuhan endogen yang oleh Barro dan
Sala-i-Martin (2004), disebutkan sebagai pengeluaran produktif pemerintah yang
memiliki korelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi swasta.
Sejalan dengan itu Shah (2006) secara spesifik merekomendasikan dua
poin penting untuk diprioritaskan oleh pemerintah daerah di Indonesia dalam
mengalokasikan belanjanya, yakni: Pertama, pengalokasian belanja pemerintah
daerah pada kegiatan pembangunan yang mempunyai “cost recovery” tertinggi.
Kedua, pengalokasian belanja daerah pada kegiatan pembangunan yang
mampu merangsang penerimaan daerah. Rekomendasi ini menunjukkan
pentingnya memprioritaskan pengelolaan pengeluaran daerah yang efisien dan
efektif dalam meningkatkan kapasitas ekonomi daerah, agar mampu menjamin
kesinambungan pembangunan ekonomi daerah dalam jangka panjang, sehingga
diharapkan perekonomian daerah bertumbuh dan mendorong terbukanya
peluang ekonomi masyarakat.
Jika diamati dari tahun ke tahun, alokasi belanja modal pada APBD
kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, selama periode 2008-2013,
bervariasi antara satu daerah dengan daerah lainnya. Perubahan tersebut terkait
dengan kebijaksanaan pembangunan daerah yang diterapkan pada masing-
masing daerah. Perkembangan rata-rata alokasi belanja modal dan rata-rata total
belanja pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode
2008-2013, dapat dilihat pada Gambar 1.1.
9Tabel 1.1
Rata-Rata Alokasi Belanja Modal dan Rata-Rata Total Belanja Daerah
Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2008-2013
(Dalam Juta Rupiah)
 -  200.000  400.000  600.000  800.000  1.000.000
2008
2009
2010
2011
2012
2013
494.067
522.686
529.900
643.078
686.885
801.153
151.476
152.913
142.348
158.044
155.010
171.633
RATA-RATA BELANJA MODAL RATA-RATA  TOTAL BELANJA
Sumber: DJPK Depkeu,Data Series (2008-2013), diolah.
Berdasarkan Gambar 1.1 menunjukkan rata-rata alokasi belanja modal
kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan menjukkan fluktuasi dari tahun 2008
sampai tahun 2013. Pada tahun 2008 rata-rata alokasi belanja modal
kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp 151,475 mliyar dan
pada tahun 2010 mengalami penurunan menjadi Rp 107,818 milyar. Kemudian
pada Tahun 2011 kembali mengalami peningkatan menjadi Rp 136,231 milyar
dan pada tahun 2013 rata-rata alokasi belanja modal kabupaten/kota di Provinsi
Sulawesi Selatan mencapai Rp 160,382 milyar. Berbeda halnya dengan rata-rata
total belanja daerah yang mengalami peningkatan setiap tahunnya yakni pada
tahun 2008 sebesar Rp 494,067 milyar meningkat hingga Rp 802,153 milyar
pada tahun 2013.
Fakta tersebut menunjukkan rata-rata alokasi belanja modal
kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami penurunan dari total
belanja daerah. Kondisi demikian menunjukkan bahwa belanja pemerintah masih
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lebih dominan pada belanja aparatur dalam bentuk belanja rutin. Walaupun
demikian, selama enam tahun terakhir, secara rata-rata masih berada diatas 20
persen dari total belanja daerah.
Walaupun proporsi belanja modal relatif kecil dan kecenderungan
menurun dari tahun ke tahun terhadap total belanja daerah karena
pengalokasiannya lebih besar pada belanja aparatur yang bersifat rutin untuk
membiayai roda pemerintahan, akan tetapi diharapkan alokasi belanja modal
tersebut tetap dapat membiayai program-program pemerintah daerah yang dapat
meningkatkan roda perekonomian sehingga berdampak pada peningkatan
pertumbuhan ekonomi daerah.
Jika dicermati perkembangan perekonomian daerah kabupaten/ktota di
Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2008-2013, rata-rata pertumbuhan
ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi menunjukkan trend yang
meningkat dari tahun 2008 ke tahun 2013. Perkembangan rata-rata pertumbuhan
ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2008-
2013, dapat dilihat pada Gambar 1.2.
Secara faktual, tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata-kabupaten kota di
Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2008-2013 menunjukkan pertumbuhan
yang berfluktuasi, namun secara rata-rata mengalami peningkatan. Pada tahun
2008 rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi
Selatan sebesar 6,87 persen menurun menjadi 6,55 persen pada tahun 2010
dan meningkat kembali menjadi 7,87 pada tahun 2012 dan 2013. Sehingga
secara rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi
Selatan selama enam tahun pengamatan sebesar 7,28 persen.
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Gambar 1.2
Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013 (Persen)
 -
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6,87 6,75 6,55
7,76 7,87 7,87
Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, 2013, data diolah
Jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota secara rata-rata
memiliki pertumbuhan yang relatif tinggi, akan tetapi dari aspek pemerataan hasil
pembangunan menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan antar daerah
kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan masih terjadi. Ketimpangan
pendapatan yang diproksi dengan Indeks Entropi Theil menunjukkan bahwa,
pada tahun 2008 nilai Indeks Entropi Theil 0,07 dan 0,70. Sementara pada tahun
2013 mengalami perubahan menjadi berkisar 0,06 dan 0,61. Ketimpangan yang
tinggi pada umumnya terjadi pada di kabupaten/kota yang memiliki letak
geografis yang berbeda dengan daerah lainnya seperti Kota Makassar sebagai
ibukota provinsi dengan dengan kegiatan ekonomi pada sektor industri dan jasa,
serta Kabupaten Pangkajene kepulauan dan Kabupaten Luwu Timur dengan
perekonomian yang didominasi oleh sektor industri dan pertambangan.
Berdasarkan kondisi tersebut diharapkan melalui belanja modal aktivitas
ekonomi masyarakat baik pada sektor perdesaan maupun yang bercirikan
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perkotaan akan tumbuh secara baik sehingga ketimpangan antar daerah dapat
menurun. Lewis melalui model structural transformation dalam Todaro and Smith
(2012) menjelaskan bahwa terjadi proses pengalihan tenaga kerja serta
pertumbuhan output dan peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor modern.
Pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh belanja modal, akan menggerakkan
aktivitas ekonomi masyarakat pada setiap kabupaten/kota, sehingga mampu
mendorong pertumbuhan kesempatan kerja di daerah bersangkutan dan
mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan.
Jika dikaitkan dengan kondisi perekonomian kabupaten/kota di Provinsi
Sulawesi Selatan, setidak mempunyai pengaruh yang positif terhadap tingkat
penyerapan tenaga kerja di daerah tersebut. Perkembangan penyerapan tenaga
di kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2008-2013
menunjukkan trend yang berfluktuasi akan tetapi secara rata-rata mengalami
peningkatan (lihat Gambar 1.3).
Gambar 1.3
Rata-Rata Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota Di Provinsi
Sulawesi Selatan, Tahun 2008-2013 (Dalam Persen)
 89.00
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 95.00
2008 2009 2010 2011 2012 2013
90.97 91.28
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92.97
Sumber: Buku Sulawesi Selatan Dalam Angka, 2008 dan 2014 (diolah)
.Berdasarkan Gambar 1.3, nampak bahwa pada tahun 2008 rata-rata
tingkat penyerapan tenaga kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar
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90,97 persen dan pada tahun 2013 sebesar 92,97 persen. Tingkat rata-rata
penyerapan tenaga kerja kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan tertinggi
dicapai pada tahun 2012 yakni sebesar 94,42 persen.
Melihat kinerja perekonomian ekonomi daerah di Provinsi Sulawesi
Selatan dengan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja tinggi
diharapkan dapat berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan bagi
masyarakat secara umum. Karena perkembangan pemikiran pembangunan tidak
lagi semata menempatkan nilai moneter dalam menggambarkan tingkat
kesejahteraan masyarakat, seperti peningkatan pendapatan per kapita, tetapi
telah berkembang mencakup pengukuran-pengukuran non-ekonomi. Todaro and
Smith (2003) dan Van Den Berg (2005), hampir secara seragam menawarkan
pengukuran pencapaian tujuan pembangunan ekonomi pada hal-hal yang lebih
abstrak, terkait dengan aspek sosial, budaya dan ekonomi masyarakat yang lebih
fokus menggambarkan tingkat kemajuan pembangunan manusia. (human
development) atau biasa disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Pemikiran kontenporer mengenai pembangunan telah menempatkan
kembali manusia sebagai subyek atau pusat dari proses pembangunan. Dalam
konsep tersebut manusia ditempatkan sebagai tujuan akhir, sedangkan upaya
pembangunan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Sebagai
indikator pembangunan manusia, UNDP telah mengembangkan Human
Development Index (HDI) atau biasa disebut Indeks Pembangunan Manusia
(IPM).
IPM merupakan salah satu indeks komposit yang mencakup tiga bidang
yang dianggap sangat mendasar yaitu: usia/lama hidup, pengetahuan, dan
standar hidup layak. Konsep pembangunan manusia ini dikembangkan oleh
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Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan menetapkan peringkat kinerja
pembangunan manusia pada skala 0,00 sampai 100,00 dengan kategori sebagai
berikut (BPS): tinggi (IPM>80,00); menengah atas (IPM antara 66,00 – 79,99);
menengah bawah (IPM antara 50,00 – 65,99); dan rendah (IPM < 50,00).
Pada indikator pembangunan manusia, Indonesia berada pada kategori
medium human development dengan Indek Pembangunan Manusia (IPM) pada
peringkat 108 dari 187 negara pada tahun 2013. Di kawasan Asia Tenggara,
Indonesia berada di bawah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia dan
Thailand. Bahkan Singapura dan Brunei Darussalam berada pada kategori high
human development. Fakta ini menunjukkan rendahnya tingkat kesejahteraan
masyarakat sebagai akibat tidak fokusnya kebijakan pembangunan pada
investasi modal manusia di Indonesia, baik skala pembangunan nasional
maupun pembangunan daerah. Posisi relatif  Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) Indonesia dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya ditunjukkan pada
Gambar 1.4.
Berdasarkan Gambar 1.4 menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) yang dicapai Indonesia pada tahun 2013 sama yang  telah
dicapai oleh Singapura dan Brunei Darussalam pada tahun 1990 dan Malaysia
pada tahun 2000. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pencapaian
pembangunan manusia Indonesia tertinggal 20 tahun dari Singapura dan Brunei
Darussalam serta 10 tahun dari Malaysia. Fakta ini menunjukkan rendahnya
posisi relatif pembangunan manusia yang dicapai Indonesia di antara negara
ASEAN yakni Singapura,  Brunei Darusssalam dan Malaysia.
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Gambar 1.4
Perbandingan Angka IPM Sembilan Negara Asia Tenggara
Tahun 1990-2013
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Sumber: UNDP: Human Development Report.
Tantangan bagi Indonesia dalam mengejar ketinggalannya dewasa ini,
salah satunya melalui efektivitas peran pemerintah dalam menciptakan
kesejahteraan masyarakatnya. Untuk itu diperlukan pendekatan pembangunan
yang mampu mengoptimalkan peran segenap sumber daya pembangunan, baik
dalam skala nasional maupun skala daerah dan bahkan tingkat komunitas
terkecil di pelosok terpencil. Pendekatan yang dianggap tepat sebagaimana
dengan negara-negara berkembang lainnya adalah pendekatan desentralisasi
pembangunan, menggantikan pendekatan sentralisasi pembangunan. Melalui
kebijakan desentralisasi pembangunan daerah, diharapkan implementasi
program pembangunan akan lebih efektif dalam mendorong peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
Melihat kinerja pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi
Sulawesi Selatan tersebut diharapkan memberikan dampak positif pada
perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat daerah bersangkutan, baik secara
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langsung maupun melalui terbukanya kesempatan kerja dan kesempatan
berusaha bagi masyarakat.yang dapat menyebabkan peningkatan kesejahteraan
masyarakat di daerah bersangkutan.
Secara faktual, pengukuran tingkat kesejahteraan masyarakat melalui
IPM di Provinsi Sulawesi Selatan, menunjukkan bahwa IPM Provinsi Sulawesi
Selatan dan rata-rata IPM kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan berada
pada kategori menengah dan pencapaiannya masih lebih rendah dari
pencapaian IPM nasonal.
Gambar 1.5
Rata-Rata Indeks IPM Kabupaten/Kota, Provinsi Sulawesi Selatan
Dan Nasional, Tahun 2008-2013
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rata-Rata IPM
Kabupaten Kota 70.75 71.31 71.83 72.30 72.85 73.45
IPM Sulawesi Selatan 70.22 70.94 71.62 72.14 72.17 73.28
IPM Nasional 71.17 71.76 72.27 72.77 73.29 73.81
 68.00
 69.00
 70.00
 71.00
 72.00
 73.00
 74.00
 75.00
IPM
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2013 (data diolah)
Berdasarkan kondisi tersebut, mengindikasikan bahwa dalam hal
pencapaian IPM nasionl, Provinsi Sulawesi Selatan belum berperan kuat sebagai
pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat nasional, bahkan cenderung
menjadi beban nasional. Hal ini merupakan tantangan besar bagi pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengoptimalkan alokasi belanja modalnya untuk
mendanai implementasi program-program pembangunan yang berperan kuat
dalam mendorong peningkatan pencapaian IPM di daerah bersangkutan.
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Untuk itu dibutuhkan studi mendalam dan sistematis terhadap kinerja
kebijaksanaan pembangunan daerah melalui implementasi alokasi belanja modal
dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat
ketimpangan pendapatan antar daerah. Pertanyaan mendasar yang perlu
dikembangkan terhadap perubahan tersebut adalah sejauh manakah
pengeluaran pemerintah dalam alokasi belanja modal dapat meningkatkan
kinerja perekonomian antar wilayah daerah otonom secara keseluruhan dan
mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan
pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan perspektif pentingnya studi ini, selanjutnya dipilih topik lebih
spesifik yang dirumuskan dalam judul Disertasi “ Pengaruh Alokasi Belanja
Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan, Penyerapan
Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/kota Di Provinsi
Sulawesi Selatan”.
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan
penelitian dapat disusun sebagai berikut:
1. Apakah alokasi modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi
kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan?
2. Apakah alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi ekonomi
berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi
Sulawesi Selatan?
3. Apakah alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh
terhadap penyerapan tenaga kerja kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi
Selatan?
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4. Apakah alokasi belanja modal, pertumbuhan ekonomi dan penyerapan
tenaga kerja berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat
kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan?
1.3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah dikemukakan di atas,
maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Menganalisis pengaruh alokasi belanja modal terhadap pertumbuhan
ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Menganalisis pengaruh alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi
terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi
Selatan.
3. Menganalisis alokasi belanja modal  dan pertumbuhan ekonomi terhadap
penyerapan tenaga kerja kabupaten/kota di Provinsi  Sulawesi Selatan.
4. Menganalisis pengaruh alokasi belanja modal, pertumbuhan ekonomi dan
penyerapan tenaga kerja terhadap kesejahteraan masyarakat
kabupaten/kota di Provinsii Sulawesi Selatan.
1.4. Manfaat Penelitian
Hasil dari studi ini, nantinya diharapkan memberikan beberapa manfaat,
khususnya yang terkait pengembangan keilmuan (teoritis) dan studi empirik serta
pengembangan kebijakan pembangunan, sebagai berikut;
1. Bermanfaat bagi pengembangan keilmuan/teori, dimana secara induktif
memberikan hasil studi empirik yang menunjukan korelasi antar variabel-
variabel yang diteliti.
2. Bermanfaat bagi penetapan dan implementasi kebijakan pemerintah,
khususnya pemerintah kabupaten/kot di Provinsi Sulawesi Selatan dalam
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mengalokasikan belanja modalnya pada APBD untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan
penyerapan tenaga kerja.
3. Bermanfaat sebagai dasar berpikir bagi pengembangan kegiatan studi
selanjutnya, baik dengan lokasi dan wktu yang berbeda maupun dengan
pengembangan dan penyempurnaan variabel-variabel studi terkait.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA
2.1. Desentralisasi Fiskal
Secara teoritis desentralisasi penyerahan otoritas dan fungsi pemerintah
nasional kepada pemerintah sub-nasional atau lembaga independen (The World
Bank Group, 2004). Desentralisasi sering diartikan sama dengan otonomi
daerah. Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh
pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan. Sedangkan otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-
undangan.
Secara umum, desentralisasi di berbagai negara terutama di negara
berkembang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain; latar belakang atau
pengalaman suatu negara, peranannya dalam globalisasi dunia, kemunduran
dalam pembangunan ekonomi, tuntutan terhadap perubahan, tingkat pelayanan
masyarakat, tanda-tanda adanya disintegrasi di beberapa negara dan respon
terhadap banyaknya kegagalan yang dialami oleh sistem pemerintahan
sentralistik dalam memberikan pelayanan masyarakat secara lebih efektif.
Desentralisasi fiskal merupakan penyerahan wewenang fiskal kepada
daerah (Astuti dan Haryanto, 2007) yang meliputi:
a. Self financing atau cost recovery dalam pelayanan publik dalam bentuk
retribusi daerah,
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b. Cofinancing atau coproduction yaitu pengguna jasa publik berpartisipasi
dalam bentuk kerjasama atau pembayaran jasa,
c. Transfer dari pusat ke daerah terutama yang berasal dari sumbangan
umum, sumbangan khusus, sumbangan darurat serta bagi hasil pajak dan
bukan pajak;
d. Kebebasan daerah untuk melakukan pinjaman.
Adapun tujuan desentralisasi antara lain untuk mengurangi campur
tangan pemerintah pusat dalam masalah kecil di tingkat daerah, meningkatkan
pengertian dan dukungan rakyat dalam kegiatan usaha pembangunan sosial
ekonomi, menyusun program perbaikan sosial ekonomi secara realistis pada
tingkat daerah, dan melatih rakyat untuk mengatur urusannya sendiri dan
membina kesatuan nasional (Tjokroamidjojo, 2000). Desentralisasi fiskal juga
bertujuan agar pemerintah kabupaten/kota dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat daerahnya melalui peningkatan pelayanan publik dan menjadi
instrumen pendidikan politik di tingkat daerah untuk meningkatkan demokrasi
(Suwandi, 2007).
Tujuan utama desentralisasi di berbagai negara adalah untuk
meningkatkan pelayanan publik (Ahmed et.al, 2005; Shah dan Thompson,
2004). Walaupun demikian, desentralisasi tidak selalu menjadi cara efektif dalam
memperbaiki pelayanan publik. hal tersebut dikarenakan masih lemahnya
institusi di pemerintah kabupaten/kota, masih kurangnya kapasitas administrative
pada pemerintah kabupaten/kota (Elhiraika, 2007).
Dalam pelaksanaan  desentralisasi fiskal terdapat 3 (tiga) asas yang
harus diperhatikan. Pertama adalah asas desentralisasi yang merupakan
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penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten/kota
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai undang-undang. Kedua
adalah asa dekonsentrasi yang menitikberatkan pelimpahan wewenang dari
pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten/kota sebagai wakil pemerintah pusat
dan atau perangkat pusat di daerah. Ketiga adalah asas tugas pembantuan yang
merupakan penugasan pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan
tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber
daya manusia dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan
pelaksanaannya (Nurkholis dan Brojonegoro, 2003)
2.1.1. Konsep Dasar Desentralisasi
Berdasarkan Undang-undang No.33 Tahun 2004 dinyatakan bahwa
desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah
pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur pemerintahan dan mengurus
urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan
bernegara dalam memberikan pelayanan public yang lebih baik dan menciptakan
proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Desentralisasi
merupakan wujud pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan untuk
melakukan pembelanjaan, kewenangan memungut pajak (taxing power), dan
adanya bantuan dalam bentuk transfer dari pemerintah.
Desentralisasi secara  umum didefiniskan sebagai proses transfer
kekuasan dalam membuat keputusan pada pemerintahan subnasional (Martinez
and McNab, 2003). Menurut Campo dan Sundaram (2002); Sidik (2002),
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menyatakan bahwa desentralisasi dapat dibedakan menjadi: (a) Desentralisasi
geografis atau desentralisasi teritorial, yakni pembagian suatu wilayah menjadi
wilayah-wilayah yang lebih kecil dengan kewenangan yurisdiksi diantara daerah-
daerah tersebut; (b) Desentralisasi fungsional yakni pendistribusian kewenangan
dan tanggung jawab negara kepada unit-unit fungsional yang berbeda-beda
dalam suatu pemerintahan; (c) Desentralisasi politik dan administrasi.
Desentralisasi politik berkenaan dengan kewenangan pembuatan keputusan
yang bergeser dari pemerintah yang lebih tinggi ke tingkat pemerintahan yang
lebih rendah. Dalam konteks ini partisipasi masyarakat lokal dalam proses
pembuatan keputusan  mendapat peluang yang sangat luas. Sedangkan
desentralisasi administratif erat kaitannya dengan desentralisasi politik, bahkan
secara faktual keduanya sulit dibedakan. Namun lebih difokuskan pada
operasionalisasi atau implementasi kebijakan publik agar berhasil secara optimal.
(d) Desentralisasi finansial, yakni berkaitan dengan pelimpahan tanggung jawab
pembelanjaan dan pendapatan dari pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah.
Menurut Rondinelli (2001) desentralisasi didefinisikan sebagai transfer
wewenang dan tanggung jawab dalam fungsi-fungsi publik dari pemerintah pusat
kepada organisasi pemerintahan yang dibawahnya ataupun kepada sektor
swasta. Desentralisasi ini dapat dibedakan menjadi desentralisasi politik,
administratif, fiskal dan pasar. Desentralisasi politik bertujuan untuk memberikan
kewenangan yag lebih besar kepada warga masyarakat dan wakil pemilih dalam
pengambilan keputusan publik. Desentralisasi administratif bertujuan untuk
mendistribusikan kekuasaan, tanggung jawab, dan sumber-sumber finansial
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guna penyediaan pelayanan publik di antara berbagai tingkat pemerintahan yang
berbeda. Desentralisasi fiskal merupakan suatu tanggung jawab finansial yang
merupakan komponen utama dalam desentralisasi. Jika pemerintah lokal dan
organisasi privat dapat melaksanakan fungsi-fungsi desentralisasi secara efektif,
maka mereka harus mempunyai penerimaan yang memadai, ditingkatkan secara
lokal atau transfer dari pemerintah pusat, demikian halnya dengan otoritas untuk
membuat keputusan-keputusan tentang pengeluaran. Desentralisasi ekonomi
atau pasar adalah bentuk desentralisasi yang paling lengkap dari perspektif
pemerintahan. Tipe dsentralisasi ini dapat dilakukan dalam bentuk privatisasi dan
deregulasi; yaitu pergeseran tanggung jawab untuk fungsi-fungsi dari sektor
publik kepada sektor privat.
2.1.2. Tujuan Desentralisasi Fiskal
Adanya perubahan sistem pemerintahan dari sentralistik ke desentralistik
yang dimulai pada tahun 2001 membawa konsekuensi perlunya diadakan
perubahan pendekatan pada manajemen keuangan daerah terutama pada sisi
pengelolaan fiskal. Kebijakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat
dengan daerah juga perlu disesuaikan dengan semangat pelaksanaan otonomi
daerah yakni dengan menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal.
Misi utama kebijakan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan
kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat, terciptanya
efektifitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya serta menciptakan ruang bagi
masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses  pembangunan (Mardiasmo,
2004). Alasan lain desentralisasi fiskal didorong karena adanya desakan untuk
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menyediakan pelayanan-pelayanan pemerintahan yang lebih efisien dan
aspiratif.
Berkaitan dengan desentralisasi finansial atau disebut juga sebagai
desentralisasi di bidang ekonomi yakni adanya penyerahan sebagian
kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksakan
fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi yang bertujuan untuk
mengatur dan mengurus perekonomian daerah dalam rangka menciptakan
stabilitas perekonomian secara nasional (Saragih, 2003). Namun untuk menuju
kepada sistem pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, sebagian besar
wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat tersebut didesentralisasikan
kepada pemerintah daerah, dimana tetap ada sebagian wewenang dan tanggung
jawab yang masih dikendalikan pemerintah pusat, contohnya seperti kebijakan
yang mengatur variabel ekonomi makro.
Melalui desentralisasi fiskal diharapkan dapat meningkatkan efektivitas
pembangunan dan penyediaan pelayanan umum karena semakin dekatnya
masyarakat dengan pemerintah sehingga mampu mengakomodasi kondisi
masyarakat dan wilayah yang heterogen. Di samping itu melalui kebijakan
desentralisasi ini juga diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang
bersih dan bertanggung jawab (good government), meningkatkan transparansi
dan akuntabilitas pemerintahan, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi
pemerintahan (Bahl dan McMullen, 2000; Sidik, 2002; Bird, 2003). Dengan
demikian desentralisasi merupakan alat untuk mencapai salah satu tujuan
bernegara, terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan
menciptakan proses pengambilan keputusan yang lebih demokratis.
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Komponen kunci dalam kebijakan desentralisasi adalah desentralisasi
fiskal, karena dengan desentralisasi fiskal wewenang pengelolaan keuangan
daerah menjadi lebih besar. Desentralisasi  fiskal diperlukan untuk perbaikan
efisiensi ekonomi, efisiensi biaya, perbaikan akuntabilitas, dan peningkatan
mobilitas dana (Bird dan Vaillancourt, 2000).  Menurut Bahl dan McMullen (2000)
dari sudut efktivitas dan efisiensi, desentralisasi dinilai akan menciptakan sistem
pemerintahan, dan peluang meningkatkan pemerataan pembangunan
dibandingkan dengan sistem sentralistik. Namun tidak ada yang menjamin
bahwa desentralisasi akan bisa berjalan dengan baik, yang disebabkan: (1)
pengendalian makro ekonomi seperti instrumen-instrumen fiskal utama: pajak,
pengeluaran pemerintah dan pinjaman yang seharusnya dikendalikan oleh pusat,
(2) terkait dengan arah investasi dalam prasarana sosial. Jika keweangan fiskal
sepenuhnya diserahkan kepada daerah, investasi akan cenderung diprioritaskan
pada proyek-proyek yang memiliki manfaat dalam skala lokal saja, sehingga
investasi yang sifatnya lebih luas (lintas daerah) masih memerlukan dana
tambahan dari pemerintah pusat.
Salah satu tujuan dari desentralisasi fiskal adalah memperbaiki
ketimpangan fiskal vertikal. Kebijakan ini menghendaki adanya tanggung jawab
fiskal yang seimbang  antara pemerintah pusat dan daerah (Hamid, 2003;
Varquez dan Boex, 2001). Hal ini sejalan dengan teori tradisonal federalisme
fiskal yang mengidentifikasi tiga  peranan utama untuk sektor publik (Smoke,
2001) yaitu, peranan stabilisasi ekonomi makro, distribusi pendapatan dan
alokasi sumber daya. Teori ini menyebutkan dengan pasti bahwa tugas
stabilisasi ekonomi makro dan distribusi merupakan tanggung jawab pemerintah
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nasional dengan memberikan peranan signifikan dalam mengalokasikan sumber
daya kepada pemerintah sub-nasional.
2.1. 3. Teori Dasar Desentralisasi
Teorema desentralisasi yang diusulkan Oates (2007), dengan argumen
bahwa desentralisasi akan menciptakan efisiensi terhadap barang publik.
Teorema ini menjelaskan bahwa desentralisasi sebagai parit superior
penyediaan barang yang menjadi determinan output publik. Setiap konsumsi
barang publik didefinisikan sebagai suatu himpunan bagian geografis dari total
jumlah penduduk, dan setiap biaya memberikan tingkat manfaat yang dihasilkan
pada setiap yurisdiksi sama dengan pemerintah pusat atau untuk setiap
pemerintah daerah senantiasa akan lebih efisien (atau paling tidak efisien) bagi
pemerintah daerah untuk memberikan tingkat pareto efficient output pada setiap
yurisdiksi daripada pemerintah pusat terhadap tingkat output yang diberikan pada
semua yurisdiksi secara seragam (Oates, 2007).
Terkait dengan teorema tersebut terdapat tiga isu yang terkait, yakni;
Pertama, masalah eksternalitas (effect spillover interjurisdictional); Kedua, isu
inter-related dengan mobilitas individu pada seluruh wilayah hukum dan sifat
barang publik; Ketiga, asumsi teorema bahwa pemerintah pusat terbatas untuk
memberikan tingkat output secara seragam pada setiap wilayah hukum.
Berdasarkan tiga isu yang terkait dengan teorema tersebut: pertama,
teorema mengasumsikan bahwa manfaat dari konsumsi masyarakat adalah
terbatas pada individu dimana yurisdiksi dan tidak ada efek interjurisdictional
terkait dengannya. Semua orang terbiasa dengan distorsi alokasi yang sering
terjadi ada eksternalitas dan asumsi ini disederhanakan melalui aturan guna
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mengatasi efek eksternalitas tersebut. Masalah nya adalah siapa yang
bertanggung jawab, pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
Jika ada manfaat spillover interjurisdictional yang ditimbulkan, penyediaan
barang publik menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. (Oates (2007) meyakini
bahwa sentralisasi dapat meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan
koordinasi (efek akuntansi tidak langsung), tetapi mengabaikan akuntabilitas
(kontrol atas hasil kerja).
Kedua, teorema ini berhubungan dengan sifat barang publik. Ketika
perawatan yang disediakan oleh pemerintah pusat, asumsi yang dibuat adalah
barang publik  murni dalam arti Samuelsonian yaitu orang bertambah dapat
mengkonsumsi output yang baik tanpa mengurangi konsumsi orang lain; atau
konsumsi non-rival, misalnya pertahanan nasional. Jadi yang disebut barang
publik lokal (yang diusulkan model Tiebout) bukan barang publik murni,
tergantung pada kendala biaya. Seringkali asumsi yang dibuat adalah full
congestible (yaitu dua kali ukuran kelompok memerlukan penggandaan input
untuk mempertahankan tingkat konsumsi agar tidak berubah).
Teorema desentralisasi cukup umum untuk menjelaskan berbagai jenis
barang publik, termasuk barang publik murni dan barang publik lokal, mungkin
pesaing atau bukan pesaing dalam konsumsi. Dalam teorema, semua kebutuhan
barang publik apa pun sifatnya, tingkat biaya output dalam yurisdiksi tertentu
adalah sama dan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat atau daerah.
Asumsi teorema bahwa mobilitas unit-unit ekonomi yang melintasi yurisdiksi
terbatas atau tidak sempurna. Salah satu persyaratan adalah konsumsi (barang
publik) lebih didefinisikan sebagai serangkaian himpunan geografis dari total
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penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa orang tidak mampu bergerak melintasi
batas yurisdiksi, yang diikuti subset geografi penduduk akan berubah karena
orang mengubah lokasi mereka. Artinya tidak boleh ada mobilitas yang
menganggap parameter fiskal berubah (yaitu perubahan dalam yurisdiksi output
barang publik atau tarif pajak). Jika semua tarif pajak lokal terhadap individu
mobile tidak secara akurat mencerminkan biaya marjinal, akan menimbulkan
masalah karena keputusan lokasi bias melibatkan biaya eksternal kepada orang
lain dalam yurisdiksi asal dan tujuan (Albouy, 2010).
Isu ketiga, pemerintah pusat sebagai penyedia barang publik lokal. Dalam
persamaan (1), G adalah vector output barang publik dimana elemen, gi adalah
tingkat output publik pada yurisdiksi i:
G = G (g1, g2, g3, …., gn) (1)
Teorema desentralisasi menyamakan penyediaan terpusat dengan tingkat output
publik yang seragam (misalnya, go) dalam semua wilayah hokum. Teorema ini
membutuhkan gi = gj = g0 untuk semua i,j. kondisi ini menjadi perdebatan dalam
literature. Mengapa pemerintah memberikan tingkat output yang sama pada
semua wilayah hukum? Mengapa pemerintah pusat tidak bias menyediakan
tingkat output yang efisien pada setiap yurisdiksi? Menurut Oates (2007), hal
tersebut disebabkan oleh dua hal. Pertama, ada asimetri informasi bahwa
pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakat. Pemerintah daerah memiliki
pengetahuan tentang preferensi lokal, pemerintah pusat tidak mudah
memperolehnya. Dengan demikian pemerintah pusat mengalami kesulitan untuk
mengetahui secara menyeluruh berbagai yurisdiksi. Kedua, asumsi yang lebih
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bersifat politis. Hal ini menunjukkan bahwa ada kendala politik untuk mencegah
pusat dari berbagai output lokal.
2.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi
Kuznets mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan dalam
jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin
banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya; kemampuan ini
tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan
ideologi (Jhingan, 2004 dan Nafziger, 2006). Definisi ini memiliki tiga komponen:
Pertama, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara
terus menerus persediaan barang. Kedua, kemajuan teknologi merupakan faktor
dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan,
kemampuan dalam menyediakan aneka barang kepada penduduk. Ketiga,
penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian
di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan dapat
dimanfaatkan secara tepat.
Pertumbuhan ekonomi dari sudut tinjauan ekonomi dapat direfleksikan
oleh pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Variabel ini sering digunaka
nuntuk mengukur seberapa baik ekonomi suatu negara sudah dikelola dengan
benar. Menurut Mankiw (2007), PDB dapat dipandang dalam dua hal.Pertama
total pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam perekonomian. Kedua,
adalah total pengeluaran atas produk barang dan jasa dalam ekonomi.
Berdasarkan pendekatan sejarah pertumbuhan negara-negara di dunia,
Rostow mencetuskan suatu model tahapan pertumbuhan ekonomi (the stage
of economic growth). Menurutnya bahwa proses pertumbuhan dapat dibedakan
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kedalam lima tahap dan setiap Negara atau wilayah dapat digolongkan ke dalam
salah satu dari kelima tahapan tersebut. Adapun lima tahapan pertumbuhan
tersebut antara lain; masyarakat tradisional, prasyarat lepas landas, lepas
landas, gerakan kearah kedewasaan, dan masa konsumsi tinggi (Rustiadi. dkk,
2007). Untuk menuju tahap lepas landas di mana perekonomian dapat
mencapai pertumbuhan yang mempunyai kekuatan untuk terus berkembang
(self-sustained growth). Rostow mensyaratkan adanya penanaman modal yang
produktif dari 5% menjadi10% dari produksi nasional nettonya, karena dengan
adanya kenaikan penanaman modal inilah perekonomian dapat berkembang
melebihi perkembangan penduduknya (Suryana, 2000).
Todaro dan Smith (2003) mengidentifikasikan bahwa terdapat tiga faktor
utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa, yaitu:
1. Akumulasi modal,
Akumulasi modal (capital accumulation) terjadi apabila sebagian dari
pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan
memperbesar output dan pendapatan di kemudian hari. Pengadaan
pabrik baru, mesin-mesin dan peralatan dan bahan baku meningkatkan
stok modal (capital stock) fisik suatu Negara yakni total nilai riil netto atas
seluruh barang modal produktif secara fisik dan hal itu jelas
memungkinkan terjadinya peningkatan output di masa-masa yang akan
datang.
2. Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja.
Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara
tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang dapat memacu
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pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan
meningkatkan tenaga kerja produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk
yang lebih besar berarti meningkatkan ukuran pasar domestiknya.
3. Kemajuan Teknologi
Kemajuan teknologi bagi kebanyakan ekonom merupakan sumber
pertumbuhan ekonomi yang terpenting. Dalam pengertian yang paling
sederhana, kemajuan teknologi terjadi karena ditemukan cara baru atau
perbaikan atas cara-cara lama dalam menangani pekerjaan-pekerjaan
tradisional. Kemajuan teknologi tersebut dapat beragam sifatnya, yaitu
pertama, teknologi yang bersifat netral. Kemajuan teknologi yang netral
terjadi apabila teknologi tersebut memungkinkan kita mencapai tingkat
produksi yang lebih tinggi dengan menggunakan jumlah dan kombinasi
faktor input yang sama. Kedua, kemajuan teknologi yang hemat tenaga
kerja, dan ketiga, kemajuan teknologi hemat modal. Di negara-negara
dunia ketiga yang melimpah tenaga kerja tetapi langka modal, kemajuan
teknologi, hemat modal merupakan sesuatu yang amat diperlukan.
Kemajuan teknologi ini akan menghasilkan metode produksi padat karya
yang lebih efisien.
Ketiga faktor di atas juga menjadi determinan penting dalam teori
pertumbuhan ekonomi yang dikenal sebagai model pertumbuhan Solow (Solow
Growth Model). Model ini dirancang untuk menunjukkan bagaimana
pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan
teknologi berinteraksi dalam perekonomian, serta bagaimana pengaruhnya
terhadap output barang dan jasa suatu negara secara keseluruhan (Mankiw,
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2007). Dalam model Solow (Mankiw, 2007) output atau jumlah barang yang
dihasilkan dalam perekonomian tergantung pada persediaan modal dan tenaga
kerja melaui sebuah fungsi produksi yang memiliki skala hasil konstan.
Y= F (K,L). (2)
Berdasarkan asumsi skala hasil konstan maka dengan membagi kedua sisi
persamaan dengan L (pekerja) maka dapat juga diidentifikasikan bahwa output
per pekerja merupakan fungsi dari modal per pekerja, yaitu Y/L = F(K/L, 1), dan
selanjutnya dapat ditulis persamaan y = f (k) , yang menggambarkan bahwa
output per pekerja merupakan fungsi dari modal per pekerja.
Persediaan modal menjadi determinan output perekonomian yang
penting,karena persediaan modal bisa berubah sepanjang waktu, dan perubahan
itu bias mengarah ke pertumbuhan ekonomi. Dua kekuatan utama yang
mempengaruhi persediaan modal adalah investasi dan depresiasi. Dalam jangka
panjang persediaan modal ini akan menuju suatu tingkat modal pada kondisi
mapan (Steady state level of capital), yaitu di mana dalam perekonomian
berlaku tingkat investasi sama dengan depresiasi sehingga perubahan
persediaaan modal (k) dan output f(k) adalah tetap. Notasi yang umumnya
digunakan untuk menunjukkan kondisi ini adalah k*. Dalam Model Solow dasar
ini juga ditunjukkan bagaimana akumulasi modal dengan sendirinya tidak bisa
menjelaskan pertumbuhan yang berkelanjutan. Artinya meski dalam jangka
pendek terjadi pertumbuhan output,tetapi pada akhirnya mendekati kondisi
mapan dimana modal dan output adalah konstan (Mankiw, 2007).
Menurut Solow pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi
merupakan variabel lainnya yang turut mempengaruhi output perekonomian
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suatu Negara. Sebagaimana depresiasi yang mengurangi persediaan modal per
pekerja, pertumbuhan penduduk pun akan menyebabkan hal yang sama. Artinya
semakin besar jumlah penduduk, maka semakin kecil jumlah modal per pekerja
dan berdampak pada rendahnya output per pekerja. Untuk mencapai kondisi
mapan, maka dalam perekonomian memerlukan tingkat investasi yang dapat
mengoffset pengaruh depresiasi dan pertumbuhan penduduk, atau yang disebut
investasi pulang pokok (break event investment), yaitu ∆k = i – (∂ + n) k
,sebagaimana gambar di bawah ini.
Gambar 2.1
Pertumbuhan Penduduk, Steady State, dan Level Pertumbuhan Ekonomi
Sumber: Mankiw (2007)
Satu hal yang penting di sini adalah bahwa meskipun dalam kondisi
mapan modal dan output per pekerja adalah konstan, namun dalam
perekonomian sesungguhnya output total dan modal total tetap bertambah dari
waktu ke waktu. Sedangkan kemajuan teknologi menurut solow merupakan
variabel eksogen yangmeningkatkan kemampuan masyarakat untuk berproduksi
sepanjang waktu.Kemajuan teknologi ini direfleksikan dengan apa yang
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disebutnya sebagai efisiensi tenaga kerja, yaitu mencerminkan pengetahuan
masyarakat tentang metode-metode produksi; ketika teknologi mengalami
kemajuan, efisiensi tenaga kerja meningkat (Mankiw, 2007).
Lebih jauh Martinez-Vazquez dan McNab (2001) menjelaskan bahwa
kebanyakan studi yang mempelajari hubungan langsung desentralisasi fiskal dan
pertumbuhan ekonomi dengan menerapkan model pertumbuhan endogenous
Barro (Barro’s Endogenous Growth Model), dimana fungsi produksi terdiri dari
berbagai input termasuk modal swasta, dan pengeluaran publik dalam tiga
tingkatan pemerintah. Namun dalam beberapa studi yang lain, seperti Davoodi
dan Zou (1998) menggunakan variabel kondisi Levine-Renelt (Levine-Renelt
conditioning variables) atau model pertumbuhan Solow meliputi investasi,
pertumbuhan penduduk, dan human capital, untuk menguji kerapuhan (fragility)
estimasi desentralisasi fiskal.
Model dasar teori pertumbuhan ekonomi tahun 1990-an masih bertolak
dari paradigma ekonomi neoklasik yang mengatakan, bahwa pertumbuhan
ekonomi disebabkan oleh modal, tenaga kerja dan produktivitas total produksi
(total factor productivity) (Mankiw, 2007). Bila fungsi produksi sebuah
perekonomian berbentuk Cobb-Douglas (dengan ciri-ciri) sebagai berikut:
Y = AKα L1-α (3)
Dimana Y adalah output, A adalah teknologi (Mankiw, 2007), K adalah
modal fisik, dan L adalah tenaga kerja, dan α adalah proporsi (share) input.
Dalam keadaan kompetitif proporsi ini sama dengan elastisitas output berkenaan
dengan modal dan tenaga kerja. Jadi persamaan (3) mengatakan bahwa
perubahan output dipengaruhi oleh teknologi, modal dan tenaga kerja.
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Perkembangan teknologi yang ditentukan dari luar model dan bersifat labour
augmenting technology karena peningkatan output akibat perubahan teknologi
menyerupai peningkatan output akibat perubahan tenaga kerja. Di samping itu
perkembangan teknologi yang bersifat eksternal, persamaan (2) juga
mengandaikan bahwa tabungan bersifat eksogen.
Ada dua kondisi dasar yang harus dipenuhi untuk terjadinya konvergensi
ekonomi yakni; pertama, bagaimana posisi awal perekonomian sebuah negara,
apakah pendapatan per kapitanya tinggi atau rendah. Bila pendapatan per kapita
rendah, maka produksi rata-rata modal dalam persamaan (2) adalah tinggi
karena marginal produknya yang tinggi. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi
dasar bahwa semakin sedikit modal, semakin produktif modal tersebut dengan
faktor lain adalah tetap. Sebaliknya bila modal yang  tersedia banyak, maka
marginal produk rendah sehingga produksi rata-rata rendah. Dengan demikian,
negara yang makin miskin bias mengejar negara yang kayak arena yang miskin
tumbuh lebih  cepat dibandingkan dengan yang kaya.
Kedua, bagaimana posisi target pendapatan per kapita negara yang
bersangkutan (steady state). Posisi target tersebut adalah posisi jangka panjang
yang memberikan landasan bagi usaha pembangunan ekonomi. Guna mencapai
posisi target tersebut tergantung pada bagaimana para pelaku ekonomi
melakukan pilihan-pilihan dan kondisi-kondisi berlainan dari negara atau daerah
yang bersangkutan. Pilihan bagi sector swasta bisa berupa besarnya porsi
pendapatan yang ditabung, persediaan tenaga kerja, dan laju pertumbuhan
penduduk yang mencakup fertilitas, kelahiran dan mortalitas. Pilihan-pilihan ini
tergantung juga dari preferensi dan biaya yang harus diemban (Barro, 1997).
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2.3.  Pengeluaran Pemerintah
Pembangunan merupakan suatu rangkaian proses perubahan menuju
keadaan yang lebih baik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Samuelson dan Nordhaus (2004), salah satu indikator makro
keberhasilan pembangunan diantaranya dilihat dari pertumbuhan ekonomi
yang menunjukkan barang dan jasa yang dihasilkan suatu daerah. Faktor
yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, antara lain ketersediaan
sumber daya manusia, sumber daya alam, pembentukan modal, dan teknologi.
Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
diantaranya melalui kebijakan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa
yang akan mendorong peningkatan permintaan produksi dalam
perekonomian. Studi empiris hubungan antara pengeluaran pemerintah
terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil yang berbeda, hal ini
terungkap dari penelitian Purbadharmaja (2006) dan Sodik (2007) yang
menunjukkan pengeluaran pemerintah memberi kontribusi nyata dan positif
terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan Barro dalam Alexiou (2009) dan
Ramayandi (2003) menunjukkan hubungan negatif dan signifikan antara
pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi.
Bentuk pengeluaran pemerintah berupa alokasi belanja modal untuk
penyediaan berbagai sarana dan prasarana fasilitas publik yang dapat menjadi
aset tetap daerah dan mempunyai nilai manfaat lebih satu tahun diharapkan
dapat menjadi modal penunjang terlaksananya berbagai aktivitas ekonomi
masyarakat. Penelitian dari Alexiou (2009) dan Rahayu (2004) menunjukkan
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bahwa pengeluaran pemerintah untuk investasi publik menghasilkan dampak
positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting tolok
ukur keberhasilan pembangunan ekonomi pada suatu negara yang
menggambarkan telah terjadinya peningkatan barang dan jasa yang dihasilkan
sebagai syarat yang diperlukan bagi proses pembangunan. Simon Kuznets
dalam Todaro (2003), mengungkapkan bahwa peningkatan investasi fisik
maupun sumber daya manusia yang dapat meningkatkan produktivitas
merupakan sumber utama bagi pertumbuhan ekonomi.
Menurut teori pertumbuhan ekonomi Neo Klasik Solow-Swan dalam
Sukirno (2006), faktor-faktor yang berperan dalam mendorong pertumbuhan
ekonomi yaitu tenaga kerja, akumulasi modal serta tingkat kemajuan
teknologi. Menurut Mankiw (2007), pengeluaran pemerintah untuk pembelian
barang dan jasa bagi pemenuhan pelayanan publik merupakan salah satu
komponen pembentuk GDP yang akan menyebabkan adanya pertukaran
output barang dan jasa dalam perekonomian. Menurut Tambunan (2003),
pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal pemerintah
yang bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi.
Pengeluaran pemerintah dalam bentuk alokasi belanja modal didasarkan
pada kebutuhan sarana dan prasarana baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas
pemerintahan maupun untuk fasilitas publik berupa tanah, peralatan dan mesin,
gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Melalui
peningkatan belanja modal APBD tersebut diharapkan menjadi faktor pendorong
timbulnya berbagai investasi baru di daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan
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berbagai sumber daya untuk kegiatan produksi sehingga pada akhirnya dapat
meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
Abdullah dan Halim (2006), menunjukkan bahwa pengalokasian belanja
modal berkaitan dengan ketersediaan pendanaan dari pendapatan daerah.
Sementara Sularso dan Restianto (2011), memperlihatkan bahwa alokasi belanja
modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga anggaran
yang dialokasikan dapat menjadi stimulus terhadap perekonomian.
Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, Pemerintah melakukan
transfer dana APBN kepada daerah berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk
membiayai kegiatan khusus prioritas nasional yang menjadi urusan daerah yang
diarahkan pada kegiatan yang bersifat investasi pembangunan berbagai sarana
dan prasarana pelayanan publik. Daerah penerima DAK memiliki kewajiban
untuk menyediakan dana pendamping dalam APBD minimal sebesar 10% dari
jumlah DAK yang diterima. Dengan demikian, peningkatan transfer berupa DAK
akan turut mendorong peningkatan alokasi belanja modal pada APBD.
Sumber pendanaan lainnya untuk alokasi belanja modal penyediaan
berbagai fasilitas publik adalah penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber
dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya,
pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman.
Selain ditentukan oleh kemampuan pendanaan, alokasi belanja modal
akan ditentukan pula oleh kondisi ketersediaan infrastruktur daerah yang
dihadapi diantaranya ketersediaan infrastruktur pendidikan dasar sebagai salah
satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
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Disamping itu, alokasi belanja modal turut dipengaruhi oleh kebutuhan alokasi
belanja lainnya dalam APBD terutama pemenuhan kebutuhan belanja pegawai.
Banyaknya jumlah aparatur PNS akan berkaitan kebutuhan belanja pegawai
dalam APBD dapat menjadi faktor yang mempengaruhi besarnya ketersediaan
dana untuk alokasi belanja modal.
Penelitian sebelumnya yang menganalisis hubungan belanja modal
pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi diantaranya Alexiou (2009), bahwa
pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh belanja modal pemerintah, belanja
konsumsi pemerintah, investasi swasta, tenaga kerja, perdagangan bebas serta
bantuan luar negeri. Sementara pada penelitian Sularso dan Restianto (2011)
hubungan antara belanja modal dan pertumbuhan ekonomi disusun dalam
bentuk simultan dimana kinerja keuangan daerah berupa derajat desentralisasi,
ketergantungan keuangan, efektivitas PAD dan derajat kontribusi BUMD
berpengaruh terhadap alokasi belanja modal dan belanja modal berpengaruh
terhadap pertumbuhan ekonomi.
2.4. Teori Ketimpangan
Ketimpangan merupakan suatu fenomena yang terjadi hampir di lapisan
negara di dunia, baik itu negara miskin, negara sedang berkembang, maupun
negara maju, hanya yang membedakan dari semuanya itu yaitu besaran tingkat
ketimpangan tersebut, karenanya ketimpangan itu tidak mungkin dihilangkan
namun hanya dapat ditekan hingga batas yang dapat ditoleransi.
Peningkatan pendapatan perkapita memang menunjukkan tingkat
kemajuan perekonomian suatu daerah. Namun meningkatnya pendapatan
perkapita tidak selamanya menunjukkan bahwa distribusi pendapatan telah
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merata. Seringkali di negara-negara berkembang dalam perekonomiannya lebih
menekankan penggunaan modal daripada penggunaan tenaga kerja sehingga
keuntungan dari perekonomian tersebut hanya dinikmati sebagian masyarakat
saja. Apabila ternyata pendapatan nasional tidak dinikmati secara merata oleh
seluruh lapisan masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi
ketimpangan dalam distribusi pendapatan.
Ketimpangan antar daerah disebabkan oleh mobilisasi sumber-sumber
daya yang dimiliki oleh suatu daerah. Sumber daya tersebut antara lain
akumulasi modal, tenaga kerja, dan sumber daya alam yang dimiliki. Adanya
heterogenitas dan beragam karakteristik suatu wilayah menyebabkan
kecenderungan terjadinya ketimpangan antar daerah dan antar sektor ekonomi
suatu daerah. Melihat fakta ini dapat dikatakan bahwa disparitas regional
merupakan konsekuensi dari pembangunan itu sendiri (Syafrizal, 2008).
Terkonsentrasinya kegiatan ekonomi hanya di suatu daerah tertentu
secara langsung berdampak pada disparitas pendapatan daerah yang sangat
bervariasi. Daerah yang satu mampu memberikan pendapatan yang tinggi,
sebaliknya daerah yang lain memberikan pendapatan yang relatif rendah. Pada
gilirannya, semua itu akan berimbas kembali pada kemampuan regional untuk
tumbuh dan berkembang di masa mendatang.
Konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi di daerah tertentu menjadi
salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pembangunan antar
daerah. Pembangunan ekonomi di daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi
tinggi cenderung tumbuh pesat dibandingkan daerah yang memiliki tingkat
konsentrasi kegiatan ekonomi daerah. Begitu pula, konsentrasi penduduk di
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dalam dan di sekitar kota-kota besar biasanya diikuti dengan adanya disparitas
pendapatan antar daerah (Akita dan Lukman,1995).
Dalam usaha untuk menekan laju ketimpangan ini, maka harus ditentukan
kebijakan yang tepat. Pemilihan kebijakan yang tepat akan menciptakan
stabilitas pertumbuhan ekonomi yang cukup baik sesuai dengan apa yang
dikehendaki oleh pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu keterlibatan
semua pelaku ekonomi dalam pembangunan daerah harus dilaksanakan sebaik-
baiknya. Pertumbuhan ekonomi daerah yang berbeda-beda akan menyebabkan
terjadinya katimpangan disparitas ekonomi dan ketimpangan pendapatan antar
daerah.
Dalam laporan Pembangunan Dunia tahun 2006, publikasi World Bank,
dinyatakan bahwa ketimpangan (baik antar wilayah maupun antar negara)
merupakan hal yang penting dalam pembangunan, karena ketimpangan
mempengaruhi proses pembangunan jangka panjang. Dua saluran yang
digunakan ketimpangan untuk mempengaruhi pembangunan dalam jangka
panjang adalah melalui pengaruh- pengaruh kesempatan yang timpang ketika
kondisi pasar tidak sempurna dan berbagai kosekuensi ketimpangan untuk
kualitas institusi yang dikembangkan oleh suatu masyarakat.
Lebih lanjut, World Bank dalam laporannya tersebut menyatakan bahwa
faktor- faktor geografis dan historis yang mendasari ketimpangan antar wilayah
sangat kompleks dan tumpang tindih. Kemampuan mengelola sumber daya yang
rendah dan jarak dari pasar yang jauh dapat menghambat proses pembangunan
di kawasan-kawasan tertinggal. Dalam banyak kasus, perbedaan-perbedaan
ekonomi itu disebabkan oleh relasi yang tidak setara dan sudah berlangsung
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lama, antara kawasan-kawasan yang maju dengan yang tertinggal, serta
kelemahan institusional pada waktu sebelumnya.
Myrdal dalam (Jhingan (2004) menerangkan ketimpangan antar daerah
dengan  membangun teori keterbelakangan dan pembangunan ekonominya di
sekitar ide ketimpangan regional pada taraf nasional dan internasional. Untuk
menjelaskan hal itu, Myrdal menggunakan ide spread effect dan backwash effect
sebagai bentuk pengaruh penjalaran dari pusat pertumbuhan ke daerah sekitar.
Spread effect didefinisikan sebagai suatu pengaruh yang menguntungkan
(favorable effect), yang mencakup aliran kegiatan-kegiatan investasi dari pusat
pertumbuhan ke wilayah sekitar. Backwash effect didefinisikan sebagai pengaruh
yang merugikan (infavorable effect) yang mencakup aliran manusia dari wilayah
sekitar termasuk aliran modal ke wilayah inti, sehingga mengakibatkan
berkurangnya modal pembangunan bagi wilayah pinggiran yang sebenarnya
diperlukan untuk dapat mengimbangi perkembangan wilayah inti. Lebih lanjut,
Myrdal mengemukakan ketimpangan regional terjadi akibat besarnya pengaruh
backwash effect dibandingkan dengan spread effect di negara-negara
terbelakang
Kuznets dalam Tambunan (2003) mengemukakan suatu hipotesis yang
terkenal dengan sebutan “Hipotesis U terbalik”.  Hipotesis ini dihasilkan melalui
suatu kajian empiris terhadap pola pertumbuhan sejumlah negara di dunia. Pada
tahap awal pertumbuhan ekonomi, terdapat trade-off antara pertumbuhan dan
pemerataan. Pola ini disebabkan karena pertumbuhan pada tahap awal
pembangunan cenderung dipusatkan pada sektor modern perekonomian yang
pada saat itu kecil dalam penyerapan tenaga kerja. Ketimpangan membesar
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karena kesenjangan antar sektor modern dan tradisional meningkat. Peningkatan
tersebut terjadi karena perkembangan di sektor modern lebih cepat dibandingkan
dengan sektor tradisional. Akan tetapi dalam jangka panjang , pada saat kondisi
ekonomi mencapai tingkat kedewasaan (maturity) dan dengan asumsi
mekanisme pasar bebas serta mobilitas semua faktor-faktor produksi antar
negara tanpa sedikitpun rintangan atau distorsi, maka perbedaan dalam laju
pertumbuhan output antar negara akan cenderung mengecil bersamaan dengan
tingkat pendapatan perkapita dan laju pertumbuhan rata-rata yang semakin tinggi
di setiap negara, yang akhirnya menghilangkan kesenjangan.
Gambar 2.2. Kurva Hipotesis Kuznets
Sumber: Tambunan, 2003
Salah satu kajian yang menguatkan hipotesis Kuznets tersebut dilakukan
oleh Williamson (Tambunan ,2003). Williamson untuk pertama kalinya
menyelidiki masalah ketimpangan antar daerah dengan membobot perhitungan
coefficient of variation (CV) dengan jumlah penduduk menurut wilayah. Dalam
studinya ia menemukan bahwa dalam tahap awal pembangunan ekonomi
disparitas dalam distribusi pendapatan akan membesar dan terkonsentrasi pada
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wilayah-wilayah tertentu yang pada awalnya sudah relatif maju, misalnya dalam
pembangunan industri, infrastruktur, dan SDM. Kemudian dalam tahap
pertumbuhan ekonomi yang lebih besar, terjadi konvergensi dan ketimpangan
dalam distribusi pendapatan akan mengalami penurunan.
Distribusi pendapatan nasional mencerminkan merata atau timpangnya
pembagian hasil pembangunan suatu negara dikalangan penduduknya. Terdapat
berbagai kriteria atau tolok ukur untuk menilai kemerataan distribusi yang
dimaksud, diantaranya yaitu:
1. Kurva Lorenz
Kurva Lorenz menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional
di kalangan lapisan-lapisan penduduk secara kumulatif pula. Kurva ini terletak di
sebuah bujur sangkar yang sisi tegaknya melambangkan persentase kumulatif
pendapatan nasional, sedangkan sisi dasarnya mewakili persentase kumulatif
penduduk. Kurvanya sendiri ditempatkan pada diagonal utama bujur sangkar
tersebut. Kurva Lorenz yang semakin dekat ke diagonal (semakin lurus)
menyiratkan distribusi pendapatan nasional yang semakin merata. Sebaliknya,
jika kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal (semakin lengkung), maka ia
mencerminkan keadaan yang semakin buruk, distribusi pendapatan nasional
semakin timpang atau tidak merata.
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Gambar 2.3
Kurva Lorenz
Sumber: Dumairy (1996)
Titik A mencerminkan 60 persen  penduduk berpendapatan terendah
menghasilkan atau memiliki persen pendapatan nasional.
2. Indeks Gini
Gini atau lengkapnya Corrado Gini merumuskan suatu ukuran untuk
menghitung tingkat ketimpangan pendapatan personal secara agregatif yang
diterima di atas tingkat tertentu. Hasil temuannya sering disebut sebagai gini
coefficient atau indeks gini.
Koefisien gini adalah suatu koefisien yang berkisar dari angka 0 hingga 1,
yang menjelaskan kadar kemerataan pendapatan. Koefisien yang semakin
mendekati 0 berarti distribusi pendapatan semakin merata, sebaliknya koefisien
yang semakin mendekati 1 berarti distribusi pendapatan semakin timpang. Angka
rasio Gini dapat ditaksir secara visual langsung dari kurva Lorenz, yaitu
perbandingan luas area yang terletak diantara kurva Lorenz dan diagonal
terhadap luas area segitiga OBC. Semakin melengkung kurva Lorenz, akan
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semakin luas yang dibagi rasio Gini-nya akan semakin besar, menyiratkan
distribusi pendapatan yang semakin timpang.
3. Indeks Williamson
Indeks Williamson ini diperkenalkan oleh Jeffry G Williamson,
penghitungan nilai ini didasarkan pada indeks variasi (CV) dan Williamson
memodifikasi perhitungan ini dengan menimbangnya dengan proporsi penduduk
wilayah.14 Berbeda halnya dengan indeks gini yang menghitung nilai distribusi
pendapatan seluruh rumah tangga dalam suatu daerah atau negara, indeks
Williamson ini dapat melihat besarnya ketimpangan distribusi pendapatan antar
daerah dalam sebuah wilayah. Semakin besar angka indeks Williamson ini maka
semakin besar pula tingkat ketimpangan yang terjadi. Indeks ini dapat dihitung
dengan rumus:
CVW = Indeks ketimpangan pendapatan wilayah
Yi = PDRB per kapita provinsi i
Y = PDRB perkapita rata-rata provinsi
fi = Jumlah penduduk di provinsi i
n = Jumlah penduduk nasional
Batasan tingkat ketimpangan antar wilayah dengan menggunakan ukuran ini,
yaitu:
a) Nilai indeks > 1, terjadi ketimpangan yang maksimum
b) Nilai indeks 0,7 – 1 , terjadi ketimpangan yang tinggi
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c) Nilai indeks 0,4 – 0,6 , terjadi ketimpangan yang sedang
d) Nilai indeks < 0,3 , terjadi ketimpangan yang rendah
4. Indeks Theil
Ukuran ketimpangan lain yang banyak digunakan adalah Indeks Theil
dengan rumus sebagai berikut:
T = ixi log (xi/qi)
Xi adalah share PDRB wilayah I dan qi adalah share populasi dari wilayah i. hal
ini sama dengan PDRB per kapita, proporsi PDRB untuk populasi wilayah. Nilai T
bervariasi antara 0 dan ∞ dengan mewakili distribusi yang merata dan nilai yang
tinggi mewakili tingkat ketimpangan yang lebih tinggi.
5. Kriteria Bank Dunia
Bank Dunia yang bekerjasama dengan Institute of Development Studies
menentukan kriteria tentang penggolongan distribusi pendapatan, apakah dalam
keadaan ketimpangan yang parah, sedang, atau ringan. Kriteria tersebut
menunjukkan bahwa:
a. Jika 40 persen penduduk suatu negara berpendapatan terendah memperoleh
sekitar kurang 12 persen jumlah pendapatan negara tersebut maka hal ini
termasuk ke dalam ketimpangan yang tinggi.
b. Kelompok  kedua  adalah  40  persen dari jumlah penduduk yang
berpendapatan terendah, tetapi hanya menerima antara 12-17 persen dari
seluruh pendapatan negara. Golongan ini masih dapat dikatakan sebagai
keadaan dengan ketimpangan yang sedang.
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c. Jika golongan penduduk yang 40 persen tersebut memperoleh lebih dari 17
persen dari total pendapatan negaranya, maka tingkat ketimpangannya
termasuk rendah.
2.5. Hubungan Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi
Pelaksanaan desentralisasi fiskal dan reformasi daerah telah menjadi
kecenderungan global selama decade 1990-an, hal ini ditunjukkan dari semakin
berkembangnya implementasi desentralisasi fiskal di berbagai negara, baik
negara-negara federal maupun negara-negara kesatuan. Hal tersebut didasari
oleh ekspektasi terwujudnya pemerintahan yang lebih memperhatikan
kesejahteraan masyarakatnya, dan adanya keyakinan yang kuat dari negara-
negara tersebut untuk terus melaksanakan desentralisasi fiskal guna mendorong
pertumbuhan ekonomi dengan mengambil contoh India dan China, yang
menggarisbawahi bahwa desentralisasi sebagai alat untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi.
Terkait dengan perspektif tersebut, Lobao dan Kraybill dalam Yamoah
(2007) terdapat tiga pandangan atau perspektif utama mengenai dampak
desentralisasi fiskal terhadap perekonomian, yaitu: Pro-Decentralization, Anti-
Decentralization, dan Intermediate Decentralization. Perspektif Pro-
Desentralization didasarkan pada keterbatasan pemerintah pusat, dan manfaat
atau efisiensi yang terjadi ketika pemerintahan terdesentralisasi. Tanzi (1996)
mengemukakan bahwa manfaat dari desentralisasi adalah alokasi dan efisiensi.
Dengan desentralisasi fiskal pemerintah local akan cenderung menyediakan
barang dan jasa publik yang sesuai preferensi masyarakat atau penduduk local
mengingat bahwa pemerintah daerah mempunyai kedekatan dengan
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masyarakatnya dan mempunyai keunggulan informasi disbanding pemerintah
pusat, sehingga pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan publik yang
benar-benar dibutuhkan di daerahnya sehingga lebih efisien dan diharapkan
mendorong peningkatan ekonomi.
Dukungan terhadap desentralisasi fiskal juga dapat dilihat dari penjelasan
Litvack et.al (1998) yang mengutip pendapat Tiebout bahwa pelayanan publik
yang paling efisien seharusnya diselenggarakan oleh pemerintah lokal yang
memiliki control geografis yang paling minimum karena:
a. Pemerintah lokal sangat menghayati kebutuhan masyarakatnya;
b. Keputusan pemerintah lokal sangat responsive terhadap kebutuhan
masyarakat, sehingga mendorong pemerintah local untuk melakukan
efisiensi dalam penggunaan dana yang berasal dari masyarakat;
c. Persaingan antar daerah dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakatnya akan mendorong pemerintah local untuk meningkatkan
inovasinya.
Menurut Tiebout jika penyediaan barang publik dan jasa publik
diselenggarakan oleh pemerintah secara tersentralisasi, akan mengakibatkan
rendahnya kompetisi oleh pemerintah pusat ketika pembuatan keputusan yang
berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa publik., di samping proses
pengambilan keputusan sendiri harus melewati sistem birokrasi yang panjang
sehingga keputusan yang dihasilkan tidak efisien sama sekali. Oleh sebab itu,
Tiebout menyarankan agar penyediaan  barang dan jasa publik dillakukan oleh
pemerintah lokal yang memiliki control geografis yang paling minimum, karena
pemerintah daerah memiliki informasi yang lebih lengkap tentang kebutuhan dan
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karakter masyarakat di daerahnya, di samping itu proses pengambilan keputusan
terkait penyediaan barang dan jasa publik tidak harus melewati birokrasi yang
panjang, sehingga penyediaan barang dan jasa publik akan lebih efisien dan
efektif.
Lebih lanjut Tiebout menjelaskan bahwa pada saat barang dan jasa
publik disediakan di tingkat lokal hal tersebut akan meningkatkan kompetisi antar
pemerintah daerah karena individu pada suatu daerah akan memilih dan menilai
kualitas dari pelayanan atau penyediaan barang publik oleh suatu pemerintah
daerah dibandingkan dengan kontribusi dalam bentuk pajak dan retribusi daerah
yang telah dibayarkan, di mana individu dalam masyarakat akan memilih untuk
menetap di daerah yang anggaran pemerintah daerahnya memenuhi preferensi
maksimum antara pelayanan publik dengan pajak yang harus mereka bayarkan.
Ketika masyarakat merasa tidak ada kesesuaian antara kebijakan pemerintah
lokal dalam pembebanan pajak untuk pembiayaan barang publik yang bersifat
lokal tersebut, maka individu dalam masyarakat akan meninggalkan daerah
tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa persaingan antara daerah
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya akan mendorong
pemerintah lokal untuk meningkatkan inovasinya sehingga akan mendorong
efisiensi ekonomi.
Oleh karenanya, dengan adanya pelimpahan wewenang yang diikuti
dengan pendanaan akan meningkatkan kemampuan daerah dalam melayani
penyediaan kebutuhan barang publik dengan lebih baik dan efisien, sehingga
akan meningkatkan output perekonomian dan mendorong laju pertumbuhan
ekonomi.
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Bahl dan Linn (1992) berpendapat bahwa pendelegasian sebagian
urusan keuangan publik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
merupakan konsekuensi dari pencapaian taraf hidup masyarakat yang lebih baik.
Pernyataan ini didukung oleh dua argumen sebagai berikut. Pertama, median
vote theory yang memaparkan tentang respon dunia usaha atas selera dan
preferensi masyarakat daerah,. Pelayanan publik disesuaikan dengan kehendak
dan permintaan masyarakat setempat. Kedua, fiscal mobility theory yang
menggambarkan tingkat mobilitas penduduk antar daerah yang dipicu oleh
tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi. Perbaikan kualitas hidup
orang akan  mendorong mereka untuk memilih daerah yang menyediakan
pelayanan publik yang lebih baik.
Secara teori, desentralisasi fiskal di perkirakan akan memberikan
peningkatan ekonomi mengingat pemerintah daerah mempunyai kedekatan
dengan masyarakatnya dan mempunyai keunggulan informasi dibanding
pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan
publik yang benar-benar dibutuhkan di daerahnya. Respon yang diberikan oleh
pemerintah daerah terhadap tuntutan masyarakat jauh lebih cepat karena
berhadapan langsung dengan penduduk daerah/kota yang bersangkutan
(Wibowo, 2008).
Argumentasi lain yang mendasari desentralisasi fiskal adalah munculnya
kompetisi atau persaingan antar daerah akan meningkatkan kesamaan
pandangan antara apa yang diharapkan oleh masyarakat dengan suatu program
yang dijalankan oleh pemerintahannya (Davoodi dan Zou, 1998). Sejalan dengan
itu, Wibowo (2008) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal berpotensi
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memberikan kontribusi dalam bentuk peningkatan efisiensi pemerintahan dan
laju pertumbuhan ekonomi.
Pemikiran tentang keterkaitan antara desentralisasi fiskal dengan
pertumbuhan ekonomi juga dikembangkan oleh Prud'Homme (2003) yang
meyakini bahwa desentralisasi fiskal dapat berdampak positif terhadap
perkembangan ekonomi daerah di masa datang. Secara eksplisit dinyatakan
bahwa pengeluaran publik terutama penyediaan infrastruktur bagi masyarakat
akan lebih efektif dilakukan oleh pemerintah daerah karena mereka akan lebih
mengetahui apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat lokal.
Prud'Homme (2003) menyatakan empat area yang menjadi dampak utama dan
pelaksanaan desentralisasi fiskal, yaitu;
1. Efisiensi ekonomi
Umumnya desentralisasi selalu dikaitkan dengan usaha untuk meningkatkan
efisiensi ekonomi. Baik efisiensi alokasi, yaitu pembangunan yang
berdasarkan kebutuhan dan potensi lokal akan menjamin efisiensi ekonomi.
2. Kestabilan ekonomi makro
3. Keadilan interpersonal dan interregional, dan
4. Efisiensi politik
Empat aspek di atas sangat terkait dengan fungsi/peranan Pemerintah
dalam perekonomian modern sebagaimana dinyatakan Mangkoesoebroto (1999)
yaitu; (i) Peranan alokasi atau efisiensi, yaitu peranan pemerintah untuk
mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara
efisien, (ii) Peranan Distribusi, yaitu peranan pemerintah untuk mendistribusikan
sumber daya dan manfaat pembangunan agar tercipta keadilan dalam
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masyarakat, dan (iii) Peranan Stabilisasi, yaitu peranan pemerintah dalam
menciptakan kestabilan dalam perekonomian sehingga menjamin ketenangan
berusaha bagi setiap warga masyarakat.
Lebih jauh, Thiessen (2003) secara komprehensif mengidentifikasikan
empat hal yang menjadi argumentasi dasar mengenai manfaat desentralisasi
fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu: pertama, bahwa penyediaan barang
dan jasa publik secara seragam untuk setiap daerah adalah tidak efisien. Hal ini
dikarenakan marginal benefit dari pelayanan publik di masing-masing daerah
berbeda serta adanya ketidaksamaan waktu (periode) atas permintaan terhadap
barang dan jasa publik lokal di masing-masing daerah. Dengan desentralisasi,
sumber daya dapat disimpan dan dimanfaatkan berdasarkan kebutuhan pada
waktu yang tepat sehingga mendorong terjadinya efisiensi. Selain itu kebijakan
pengeluaran pemerintah yang merespon perbedaan preferensi  lokal cenderung
lebih efektif dalam meningkatkan perekonomian daripada kebijakan pemerintah
pusat yang cenderung mengabaikan perbedaan-perbedaan tersebut, sehingga
para pembayar pajak akan memperoleh kepuasan atau kesejahteraan yang lebih
baik.
Selanjutnya, adanya diversifikasi berpotensi memberikan keuntungan
kesejahteraan relatif lebih besar karena berlakunya elastisitas harga negatif
terhadap permintaan barang publik, dan studi empiris menemukan bahwa
permintaan ini harga sangat inelastis. Oleh karena itu, Pareto efisiensi dapat
ditingkatkan melalui desentralisasi fiskal. Menurut model ini, semakin beragam
tuntutan masyarakat atas penyediaan barang publik, maka semakin besar
manfaat desentralisasi. Untuk itu belanja pemerintah daerah perlu dibedakan
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menurut selera dan keadaan setempat.
Kedua, bahwa desentralisasi akan memunculkan kompetisi secara vertikal
dan horizontal di antara tingkat pemerintahan yang berbeda, di mana hal tersebut
akan mencegah terjadinya perilaku pemerintah yang cenderung untuk
maksimisasi tingkat pendapatan yang cenderung merugikan para pembayar
pajak. Dengan demikian, pemerintah akan lebih berkonsentrasi pada persaingan
selain maksimasi pendapatan seperti mempertahankan atau menurunkan tarif
pajak, memberikan berbagai fasilitas atau kemudahan bagi kegiatan bisnis, serta
melakukan efisiensi dalam penyediaan barang dan jasa publik, dengan tetap
menjaga tingkat pendapatan tertentu. Oleh karena itu, masing-masing tingkatan
pemerintah akan menggunakan anggaran secara efisien untuk membiayai
pengeluaran sektor publik yang sesuai preferensi masyarakat atau para
pembayar pajak. Hal tersebut akan mencegah terjadinya kelebihan supply
barang dan jasa publik dan inefisiensi pelayanan sektor publik. Sehingga dapat
dikatakan bahwa desentralisasi fiskal berdampak positif pada pertumbuhan
ekonomi dalam kaitannya dengan penggunaan sumber daya yang lebih efisien.
Ketiga, bahwa desentralisasi fiskal menyiratkan pengalihan tanggung
jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Ini dapat memberikan
insentif bagi mereka untuk tidak hanya mempertimbangkan preferensi penduduk
lokal tetapi untuk secara aktif mencari inovasi dalam memproduksi dan
menyediakan barang dan jasa publik. Selain itu persaingan antar daerah juga
memacu pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pelayanan dengan biaya
yang minimum, dan mendorong terjadi efisiensi produksi. Artinya penyediaan
jasa atau infrastruktur dalam jumlah yang sama dapat dilakukan pada biaya yang
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lebih murah, atau anggaran tertentu akan menghasilkan penyediaan layanan
atau infrastruktur dalam jumlah yang lebih banyak ataupun kualitas yang lebih
baik. Dengan demikian desentralisasi fiskal dapat menciptakan efisiensi produksi
atau producer efficiency yang lebih besar (Martinez-Vazquez dan McNab, 2001).
Selain itu, desentralisasi fiskal meringankan pemerintah pusat dari urusan yang
terlalu banyak, sehingga pemerintah dapat lebih berkonsentrasi untuk
menciptakan efisiensi produksi terhadap barang dan jasa publik yang masih
menjadi tanggung jawabnya, yaitu barang dan jasa yang mencakup kepentingan
masyarakat sangat luas.
Keempat, terdapat beberapa argumen politik, seperti desentralisasi akan
mengurangi konsentrasi kekuasaan politik, melemahkan pengaruh pihak-pihak
yang berkepentingan (vested interest) atas kebijakan publik, mendorong
demokrasi, pembangunan, dan jangka panjang memacu pertumbuhan ekonomi.
Berbeda dengan pro-decentralization, perspektif anti-decentralization
didasarkan pada keterbatasan pemerintah daerah dan kelemahan menempatkan
tanggungjawab utama di pundak pemerintah daerah. Hipotesis yang dibangun
dalam perspektif ini adalah desentralisasi fiskal akan berpengaruh negative
terhadap pertumbuhan ekonomi disebabkan keterbatasan dari pemerintah lokal
dan adanya peningkatan tekanan fiskal karena tambahan tanggungjawab.
Mengutip pendapat Oates, Yamoah (2007) mengemukakan bahwa kelemahan
dari desentralisasi adalah kerugian dalam skala ekonomi, di mana dengan sistem
desentralisasi, setiap pemerintah daerah harus mengimplementasikan agenda
pertumbuhan ekonomi yang independen dari pemerintah daerah lainnya
sehingga mungkin akan meningkatkan biaya per unit output layanan karena
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mereka akan beroperasi pada skala yang lebih kecil. Lebih lanjut dijelaskan
bahwa meskipun kompetisi antara pemerintah daerah disebut-sebut sebagai
keuntungan desentralisasi fiskal, bisa juga memiliki efek negatif dalam hal
persaingan antara pemerintah daerah yang  mengarah pada penyediaan layanan
publik yang tidak efisien, sehingga desentralisasi mungkin menjadi tidak
diinginkan bagi masyarakat secara keseluruhan.
Perspektif anti-decentralization juga dikemukakan Prud’homme (1995),
yang mengingatkan beberapa bahaya desentralisasi, antara lain bahwa
desentralisasi akan membuat kebijakan redistribusi menjadi lebih sulit, demikian
halnya dengan program stabilisasi makroekonomi menjadi sulit untuk
dilaksanakan karena kebijakan pemerintah daerah dapat bertentangan dengan
kebijakan nasional. Pandangan lain yang memperingatkan kelemahan
pelaksanaan desentralisasi fiskal juga dikemukakan oleh Thiessen (2003), yaitu
sebagai berikut:
1. Desentralisasi fiskal dapat memperkuat kesenjangan regional (disparitas)
dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini disebabkan oleh
perbedaan atas tingkat pendapatan dan basis pajak antara wilayah dan
daerah. selanjutnya akan mendorong perbedaan dalam penyediaan
infrastruktur, pendidikan, perawatan kesehatan dan pelayanan publik lainnya
serta mencegah penggunaan faktor-faktor produksi secara penuh termasuk
modal manusia. Daerah kaya umumnya akan menyediakan layanan publik
yang lebih baik, selain itu terdapat kecenderungan masyarakat daerah kaya
untuk menghalau masuknya masyarakat yang berpendapatan rendah.
Adanya perbedaan dan ketidakadilan dalam penyediaan barang publik yang
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mencakup kepentingan masyarakat secara luas dan lintas daerah dapat
menghambat pertumbuhan ekonomi per kapita.
2. Desentralisasi fiskal dapat menghasilkan keputusan-keputusan pemerintah
dengan kualitas rendah, lebih banyak korupsi, dan meningkatnya pengaruh
kelompok-kelompok yang berkepentingan (vested interest). Beberapa ahli
berpendapat bahwa pemerintah pusat secara umum dapat mencapai tingkat
kualitas yang lebih tinggi: Mereka dapat menarik lebih banyak orang yang
memenuhi syarat karena peluang karier dan gaji yang lebih baik
(Prud'homme, 1995). Selain itu, ada kasus-kasus di mana demokrasi lokal
mungkin menawarkan kontrol yang kurang efektif oleh pejabat terpilih,
karena pejabat di tingkat lokal lebih dekat kepada orang-orang dan karena
itu mungkin lebih rentan terhadap pengaruh pribadi dan korupsi. Jika kualitas
pemerintah menurun, maka desentralisasi dapat meningkatkan inefisiensi.
3. Pelaksanaan desentralisasi fiskal pada negara-negara kecil dan
berpendapatan rendah cenderung tidak menguntungkan. Untuk
melaksanakan desentralisasi fiskal dibutuhkan biaya tetap (fixed cost) yang
tidak sedikit sehingga dapat menghabiskan sebagian besar kapasitas
anggaran yang sangat terbatas (Prud'homme 1995). Selain itu, Bahl dan
Linn (1992) berpendapat bahwa terdapat ambang batas tingkat
pembangunan ekonomi yang diperlukan agar desentralisasi fiskal dapat
memberikan hasil memuaskan Ambang batas ini bukan hanya karena
adanya biaya tetap desentralisasi fiskal, tetapi juga karena pada tingkat
pendapatan per kapita relatif rendah, kebutuhan untuk penyediaan barang
dan jasa publik terfokus pada sedikit barang, sehingga mungkin secara
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umum tuntutan masyarakat relatif homogen. Perbedaan dalam preferensi
individu untuk barang dan jasa publik juga mungkin relatif kecil sehingga
pemerintah pusat memiliki semua informasi yang diperlukan untuk
menciptakan efisiensi konsumsi dan produksi.
4.  Desentralisasi fiskal dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka
panjang terkait dengan  kebijakan stabilisasi yang akan lebih sulit dilakukan
berkaitan dengan penyesuaian fiskal untuk mengurangi ketimpangan
struktural. Desentralisasi fiskal bahkan mungkin mendorong dan
memperburuk ketimpangan struktural tersebut (Tanzi, 1995): Salah satu
contoh ekstrim adalah ketika pemerintah daerah tertentu memberikan
pembebasan pajak, yang merupakan sumber pendapatan utama
pemerintahan daerah yang lain. Tindakan ini dapat memicu ketidakstabilan
antar daerah. Di samping itu, koordinasi antara tingkat pemerintahan yang
berbeda mungkin sulit untuk dilakukan secara efektif dan tepat waktu,
sehingga dalam jangka panjang berdampak negatif terhadap pertumbuhan
ekonomi.
Sedangkan perspektif intermediate-decentralization menekankan pada
pentingnya lokasi dan hubungan kelembagaan. Menurut perspektif ini
sebagaimana argumentasi Lobao dan Kraybill yang dikutip Yamoah (2007),
bahwa perlu untuk memperhitungkan variasi antar daerah ketika mempelajari
peran pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi dan redistribusi. Pengaruh dari
pergeseran dalam kewenangan pemerintah dan dinamika internal yang berbeda
antar daerah, menjadikan kemampuan dan kemauan pemerintah daerah untuk
mengambil tanggungjawab tambahan dari desentralisasi akan bervariasi
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sehingga mengakibatkan pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan
ekonomi akan berbeda antar daerah.
Terlepas dari ketiga perspektif tentang desentralisasi tersebut, pendapat
dan argumentasi bahwa desentralisasi fiskal dapat meningkatkan efisiensi yang
selanjutnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi cenderung lebih diterima
secara luas. Hal ini ditunjukkan dari implementasi desentralisasi fiskal yang
semakin berkembang di berbagai negara, termasuk diantaranya Indonesia. Hal
ini menyiratkan bahwa terdapat keyakinan yang kuat dari negara-negara tersebut
untuk terus menerus melaksanakan desentralisasi fiskal guna mendorong
pertumbuhan ekonomi.
Mengacu pada berbagai pendapat di atas, berbagai penelitian yang
menunjukkan hubungan  positif antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan
ekonomi dapat ditemui pada berbagai penelitian, antara lain hasil studi Malik,
et.al (2006) tentang desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi di Pakistan
periode 1971-2005. Indikator desentralisasi yang digunakan; pertama, indikator
pengeluaran terdiri atas rasio pengeluaran pemerintah daerah terhadap total
pengeluaran pemerintah (RPEC) dan rasio pengeluaran pemerintah daerah
terhadap total pengeluaran pemerintah dikurangi belanja pertahanan dan bunga
hutang (RPECA).
Kedua, indikator penerimaan, terdiri atas rasio penerimaan pemerintah
daerah terhadap penerimaan pemerintah total (RPRC) dan rasio penerimaan
pemerintah daerah terhadap penerimaan pemerintah dikurangi penerimaan dari
hibah (RPRCA). Hasilnya menunjukkan indikator penerimaan yang telah
disesuaikan (RPRCA) mempunyai hubungan positif dan signifikan dalam
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mendukung pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan itu, Iimi (2005) mendapatkan
hasil bahwa desentralisasi fiskal berdampak positif terhadap pertumbuhan
ekonomi perkapita.
Fadjar dan Sembiring (2007) serta Wibowo (2008) menemukan bukti
yang cukup untuk menjelaskan hubungan positif pelaksanaan desentralisasi
fiskal dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berbeda dengan hasil studi di
atas, Woller dan Phillips (1998) meneliti tentang pengaruh desentralisasi fiskal
terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara LDC (Less Developed
Country) selama periode 1974-1991 tidak mendapatkan cukup bukti untuk
menyatakan adanya pengaruh kebijakan desentralisasi terhadap pertumbuhan
ekonomi di negera LDC tersebut. Begitu juga Baskaran dan Feld (2009)
melakukan studi terhadap 23 negara OECD periode 1975-2001. Feld
menemukan fakta bahwa desentralisasi menyebabkan rendahnya tingkat
pertumbuhan ekonomi, sehingga mereka menyimpulkan bahwa desentralisasi
fiskal tidak mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
Bahkan sebaliknya, penelitian Zhang dan Zou (1998) tentang
desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi di China periode 1978-1992
menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh secara negatif dan
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Begitu juga Xie et.al (1999) yang
melakukan studi di USA periode 1948-1994 menyatakan bahwa belanja
pemerintah daerah telah mengurangi pertumbuhan ekonomi, meskipun dalam
tingkat signifikansi yang rendah. Hasil tersebut tidak berbeda juga yang diperoleh
Jin dan Zou (2005) dalam studi di china dalam dua periode. Secara spesifik, Jin
dan Zou mendapatkan bahwa pada periode 1979-1993 pertumbuhan ekonomi
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secara negatif berhubungan dengan tingkat pengeluaran pemerintah provinsi,
sedangkan pada masa 1994-1999, pertumbuhan ekonomi tidak memiliki
hubungan yang signifikan dengan pengeluaran pemerintah provinsi tetapi
dipengaruhi secara negatif oleh penerimaan pemerintah provinsi. Dengan
demikian hasil studi kelompok ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal
berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, dan penerapannya dalam
perekonomian akan memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi
pembangunan ekonomi.
Penjelasan yang berbeda muncul dalam penelitian Thiessen (2003), studi
hubungan jangka panjang antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan
ekonomi di Negara-negara OECD periode 1973-1998. Thiessen (2003)
berpendapat bahwa pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan
ekonomi tidak berhubungan linear, dan Thiessen menggunakan bentuk fungsi
kuadratik, yaitu y = A + A2. Hubungan akan berbentuk hump-shaped. Hasil
penelitiannya menunjukkan bahwa bentuk hump-shaped terbukti terjadi pada
pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, artinya pada saat
derajat desentralisasi masih rendah, maka terdapat hubungan positif dan
signifikan antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan
pada tingkat desentralisasi yang terlalu tinggi, maka hubungannya menjadi
negatif.
Mendukung kesimpulan Thiessen (2003), Akai, et.al (2007) yang meneliti
pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi pada 50 negara
bagian USA periode 1992-1997 mendapatkan bahwa hubungan desentralisasi
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fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi bersifat hump-shaped. Pada saat derajat
desentralisasi fiskal belum terlalu tinggi, maka peningkatan desentralisasi fiskal
akan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi, baik itu pada indikator penerimaan maupun indikator pengeluaran.
Namun ketika desentralisasi fiskal sudah optimal, peningkatan derajat
desentralisasi fiskal akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi negatif.
Terlepas dari berbagai silang pendapat yang ada, argumentasi bahwa
desentralisasi fiskal akan meningkatkan efisiensi dan pada akhirnya akan
mendorong pertumbuhan ekonomi cenderung lebih diterima secara luas. Hal ini
dapat dilihat dari semakin berkembangnya praktek desentralisasi fiskal di
berbagai Negara, termasuk di Indonesia. Artinya ada keyakinan yang kuat dari
peminat desentralisasi untuk terus melaksanakan desentralisasi fiskal guna
mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah.
Tetapi terkait dengan teori desentralisasi fiskal, keuntungan kebijakan
tersebut tidak hanya masalah choise dan preferensi penduduk karena
mobilitasnya dalam memilih komunitas, tetapi lebih dari itu, keuntungan tersebut
juga bisa muncul karena masih ada potensial dari penyesuaian output ke
lingkungan lokal (tingkat skala ekonomi yang berbeda) antar daerah (yurisdiksi).
Ringkasnya, teori desentralisasi fiskal tidak sinonim dengan Tiebout model, tetapi
mempunyai cakupan yang lebih luas.
Perspektif baru teori generasi kedua menyatakan bahwa dampak
ekonomi kebijakan desentralisasi tidak bisa dilepaskan dari konteks
kelembagaan politik di setiap daerah atau negara. Model sistem kelembagaan
politik yang ada mengarahkan apakah kebijakan desentralisasi fiskal tersebut
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berdampak positif bagi pembangunan atau sebaliknya. Perspektif politik ekonomi
menghadirkan suatu kerangka pikir yang melihat hubungan kelembagaan
tersebut dua aspek.
Aspek pertama, menitikberatkan tinjauan mekanisme dan dampak dari
adanya sistem bantuan antar pemerintah pusat ke daerah (intergovernmental
grants). Pendekatan ini memperlihatkan secara langsung bagaimana lembaga
fiskal yang ada bekerja dalam kerangka tingkat pemerintahan yang berbeda.
Mekanisme yang mengizinkan daerah otonom mengembangkan soft budget loan
lebih mungkin menimbulkan destabilzing kondisi makroekonomi daerah,
sedangkan mekanisme hubungan kelembagaan fiskal yang ketat terhadap soft
buget loan akan memiliki dampak sebaliknya. Sistem kelembagaan yang kuat
dan sehat kondusif bagi efektifitas transfer dari pusat ke daerah, lebih  menjamin
efisiensi budget soft loan, serta meningkatkan kinerja daerah melalui pembuatan
keputusan yang tepat dan benar.
Aspek kedua, menitikberatkan hubungan kelembagaan di daerah dan
perilaku agen-agen publik dalam memaksimalkan kesejahteraannya. Optimalitas
kesejahteraan tersebut terkait dengan proses dan model penentuan outcomes
kebijakan pemerintah, serta bagaimana keterwakilan politis berhubungan dengan
preferensi masyarakat lokal. Sistem pemilihan kepala daerah secara langsung
mempromosikan tingkat akuntabilitas dan responsibilitas secara umum di
pemerintahan lokal, memperkuat kelembagaan di daerah. Sistem kelembagaan
yang kuat akan meningkatkan efektifitas dan efisiensim, sedangkan sistem
kelembagaan desentralisasi yang lemah dan kurang kapabel akan meningkatkan
masalah koordinasi, munculnya masa tata kelola pemerintahan sehingga kurang
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optimal bagi pembangunan daerah (Oates, 2007). Tingkat efektifitas antar
daerah yang beragam menghasilkan efisiensi publik yag berbeda sehingga
berdampak yang beragam pula terhadap pembangunan.
2.6. Hubungan Desentralisasi Fiskal dengan Ketimpangan
Salah satu efek dari kebijakan pemerintah pusat tentang desentralisasi
fiskal dan otonomi daerah adalah ketimpangan pendapatan antar wilayah.
Pendapat Etharina (2005) mengatakan bahwa disparitas regional antar wilayah di
Indonesia tidak lepas dari kebijakan pemerintah terhadap daerah terutama
berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah yang
termuat dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa
pemerintah pusat menguasai dan mengontrol hampir semua pendapatan daerah
yang meliputi pendapatan dari hasil kekayaan alam dan tambang telah
mengakibatkan daerah yang kaya sumber daya alam tidak menikmati hasil yang
dimiliki (Hill, 2000). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah pusat
terbukti mengakibatkan ketimpangan pendapatan antar wilayah. Oleh karena itu,
kebijakan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah seperti otonomi daerah
dan desentralisasi fiskal diduga akan sangat berpengaruh terhadap ketimpangan
pendapatan antar wilayah.
Beberapa penelitian tentang dampak desentralisasi fiskal terhadap
ketimpangan dalam studi lintas negara atau studi kasus dan hasilnya memiliki
pandangan yang berbeda atau kontroversial. Qiant dan Weingast (1997)
menyatakan bahwa desentralisasi merupakan perangkat komitmen untuk
mengatasi ketimpangan antar daerah dan terjadi efisiensi pelayanan publik. oleh
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karena itu, desentralisasi dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi
ketimpangan daerah.
Akai dan Sakata (2005) mengatakan bahwa transfer sumber daya dari
kaya ke daerah miskin dalam sistem sentralisasi dalam rangka mengurangi
kesenjangan antar daerah tidak menjamin mengurangi ketimpangan. Namun,
transfer sumber daya dari pemerintah pusat ke daerah-daerah miskin akan
mengurangi kapasitas fiskal nasional. setiap cara yang dilakukan tersebut
merupakan komitmen pemerintah untuk mengurangi daerah miskin. dengan
demikian, desentralisasi fiskal mendorong efisiensi pelayanan publik dan
mengurangi kesenjangan antar daerah.
Berbeda halnya dengan  hasil temuan Bonet (2006),  menemukan bahwa
proses desentralisasi fiskal meningkatkan ketimpangan pendapatan daerah. Hal
tersebut disebabkan karena pengeluaran saat ini sebagian besar dialokasikan
untuk gaji, bukan investasi modal atau infrastruktur dan kurangnya kapasitas
kelembagaan di pemerintah daerah. Lain halnya hasil temuan Lessman (2006),
bahwa negara-negara yang dengan tingkat desentralisasi tinggi memiliki
ketimpangan daerah yang relatif kecil. Hasil ini hanya bisa digeneralisir untuk
negara-negara maju, sementara di negara-negara miskin atau berkembang
memiliki dampak negatif.
2.7. Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan
Dalam beberapa dekade terakhir, ekonom sangat tertarik untuk melihat
hubungan antara pertumbuhan dan ketimpangan. Namun, ada pandangan yang
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berbeda tentang hubungan ini. Sebagian besar ekonom, berpandangan bahwa
hubungan antara keduanya adalah hubungan timbal balik kausal: ketimpangan
mempengaruhi  pertumbuhan dan terbalik pertumbuhan juga mempengaruhi
ketimpangan (Jha, 1999 dan Barro, 2000). Dimulai dengan Galor and Zeira
(1993), diikuti oleh Alesina and Rodrik (1994), Perotti (1994), Persson and
Tabellini (1994), Li and Zou (1998), Forbes (2000), Arjona et al. (2001), Lundberg
and Squire (2003), Helpman (2004), Tachibanaki (2005), Sukiassyan (2007),
Aghion and Howitt (1998), Huang et al. (2009) lebih mendukung pandangan
bahwa ketimpangan mempengaruhi pertumbuhan. Landasan teorinya adalah
ketimpangan pendapatan akan mempengaruhi jumlah investasi, baik fisik dan
manusia, yang akan mempengaruhi laju pertumbuhan.
Namun, di sisi lain ekonom paling berpendapat justru sebaliknya. Mereka
lebih percaya bahwa pertumbuhan yang menciptakan ketimpangan (Kuznets,
1955; Revallion, 1995; Deininger and Squire, 1998; Dollar and Kraay, 2002; and
Adams, 2003). Argumen teoritis mereka adalah pertumbuhan akan
menyebabkan setiap kelompok masyarakat mendapat manfaat, tetapi kelompok
yang mengontrol faktor-faktor produksi dan modal biasanya mendapatkan
keuntungan yang relatif lebih besar dibandingkan dengan kelompok lainnya
(pekerja).
Peters (2010) meneliti bagaimana pertumbuhan sektoral di India
mempengaruhi ketimpangan dengan analisis diperpanjang dari Sistem Neraca
Sosial Ekonomi (SAM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya pertumbuhan
pertanian mengurangi ketimpangan, sementara pertumbuhan di sektor
manufaktur dan jasa yang berat menimbulkan ketimpangan. Studinya
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mendukung Ravallion and Datt (1996) menunjukkan bahwa pertumbuhan di
sektor primer dan tersier mengurangi kemiskinan, sementara pertumbuhan di
sektor sekunder tidak. Mereka menghubungkan hal ini dengan pertumbuhan
produksi padat modal di bidang manufaktur, yang tidak bermanfaat bagi
masyarakat miskin. Kesimpulan yang sama diambil di Khan and Thorbecke
(1989) dan James and Khan (1997). Studi mereka menegaskan bahwa teknologi
padat karya tradisional lebih egaliter daripada teknologi modern padat modal.
Alasannya adalah produksi di bawah teknologi tradisional menciptakan lebih
banyak lapangan kerja, langsung dan tidak langsung, dan lebih banyak
pendapatan untuk rumah tangga pedesaan.
Studi lain oleh Risso dan Carrera (2012), mempelajari hubungan jangka
panjang antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di China
selama periode pra-reformasi (1952-1978) dan pasca-reformasi (1979-2007).
Hasilnya menunjukkan bahwa hubungan jangka panjang yang signifikan dan
positif antara ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi di kedua periode
ditemukan.
Sementara itu, dalam pandangan lain tentang distribusi pendapatan dan
pertumbuhan ekonomi di banyak Negara berkembang, terutama negara-negara
dengan proses pembangunan ekonomi yang pesat atau dengan laju
pertumbuhan ekoomi yang tinggi, seperti Indonesia menunjukkan berkorelasi
positif antara pertumbuhan keonomi dan kesenjangan (Tambunan dalam
Zakaria, 2012). Semakin tinggi pendapatan perkapita, semakin besar
perbedaan antara kaum miskin dan kaya. Studi Quibria (2007) mengenai
pertumbuhan dan kemiskinan suatu pembelajaran keajaiban ekonomi Asia
69
menunjukkan bahwa secara umum negara-negara di Asia termasuk Indonesia,
di satu sisi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat mengurangi tingkat
kemskinan, namun di sisi ain menimbulkan ketimpangan dalam struktur
ekonomi, bahkan mengalami penurunan dalam distribusi pendapatan. Yang
mengakibatkan semakin besarnya ketimpangan regional.
Adelman dan Morris dalam Arsyad (2004), mengemukakan delapan
faktor yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara-
negara sedang berkembang, yaitu; (1) Ketidakmerataan pembangunan antar
daerah, (2) Pertambangan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan
menurunnya pendapatan per kapita, (3) Inverstasi yang banyak dalam proyek-
proyek padat modal (capital intensive), (4)Inflasi dimana pendapatan uang
bertambah tetapi tidak diikuti secraa proporsional dengan pertamban produksi
barang, (5) Memburuknya nilai tukar (term of trade) bagi Negara-negara
sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju, sebagai
akibat ketidakstabilan permintaan negara-negara terhadap ekspor negara-
negara sedang berkembang, (6) Pelaksanaan kebijakan industri untuk
melindungi usaha-usaha golongan kapitalis, (7) Rendahnya mobilitas sosial dan
(8) hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri
rumah tangga dan lain-lain.
2.8. Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja
Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat memberikan pengaruh positif
terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini sejalan dengan analisis dari sisi
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penawaran (sisi produksi), dimana output dibayar sebagai pembayaran faktor
kepada tenaga kerja dan modal. Dalam konteks ini, pertumbuhan output akan
mendorong terjadinya peningkatan upah, yang pada akhirnya mendorong
permintaan dan penawaran tenaga kerja.
Hukum Okun yang melihat bahwa dalam jangka pendek, tingkat
pengangguran dan output berhubungan erat. Okun dalam Dornbusch et.al
(2004) menjelaskan bahwa 1 poin tambahan pengangguran akan menurukan
PDB sebesar 2 persen atau dengan kata lain, 1 poin tambahan pengangguran
membebani 2 persen PDB.
Berdasarkan pada Hukum Okun ini, juga dijelaskan antara penyerapan
kerja dengan pertumbuhan PDB riil, dimana keduanya mempunyai hubungan
yang positif. Seperti yang dikatakan Okun dalam Sultan (2010) bahwa setiap
laju pertumbuhan ekonomi sebesar 2,2 persen di atas tingkat trend yang
dicapai pada tingkat tertentu, tenaga kerja kerja terserap naik sebesar 1 persen.
Tingkat pengangguran yang minimal (4 persen per tahun) akan dicapai bila
seluruh kapasitas produksi terpakai (full employment).
Selain itu penyerapan tenaga kerja juga sangat terkait dengan tujuan
makro ekonomi nasional dan daerah, yakni pertumbuhan ekonomi dan stablitas
harga. Ketiganya sangat terkait antara satu dengan yang lainnya, misalnya
antara pengangguran (kebalikan penyerapan tenaga kerja) dengan tingkat
inflasi. Mankiw (2007) menjelaskan tentang tujuan yang hendak dicapai oleh
pembuat kebijakan ekonomi adalah inflasi yang rendah dan pada saat yang
sama pengangguran juga rendah, tetapi seringkali kedua tujuan ini
bertentangan.Menurutnya terjadi trade-off antara inflasi dan pengangguran.
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Pada saat dibutuhkan output yang tinggi, berarti pengangguran akan lebih lebih
rendah, karena perusahaan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja ketika
memproduksi banyak. Sebaliknya, motif untuk meningkatkan jumlah output
didorong oleh permintaan yang tinggi, yang berarti pula pada tingkat harga
yang relatif tinggi dari tahun sebelumnya (inflasi). Jadi, tindakan pengambil
kebijakan untuk meningkatkan permintaan agregat dalam jangka pendek akan
menurunkan pengangguran, tetapi inflasi meningkat. Sebaliknya, menurunnya
permintaan agregat akan meningkatkan pengangguran serta inflasi akan turun.
2.9. Pengeluaran Pemerintah Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan
Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat
Pendekatan pembangunan yang terdesentralisasi mengantarkan
pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas untuk mengaloasikan
pengeluaran pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja dan perkembangan ekonomi
daerah. (Martinez-Vazquez and McNab (2005); Khusaini (2006) memiliki
perspektif yang hampir sama bahwa secara teoritis pendekatan desentralisasi
fiskal dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah saat ini sedang
berkembang pesat melalui sejumlah riset yang dilakukan pada sejumlah
negara, termasuk Indonesia. Dalam perspektif teoritis, terdapat keseragaman
argumentasi yang menyatakan bahwa implementasi desentralisasi fiskal yang
tepat akan mendorong peningkatan efisiensi ekonomi sektor publik sehingga
dapat berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Desentralisasi fiskal mendorong efisiensi ekonomi dan secara dinamis akan
menciptakan kesempatan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
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Kemampuan desentralisasi fiskal dalam mendorong pertumbuhan
ekonomi secara langsung, dimana pengeluaan pemerintah dalam bentuk
alokasi belanja infrastruktur diyakini akan efektif secara langsung menyerap
tenaga kerja lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu,
alokasi belanja daerah pada social overhead akan mendorong investasi sektor
swasta yang mampu menyerap tenaga kerja, sehingga output dan pendapatan
dapat meningkat yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi
daerah.
Kemampuan alokasi belanja pemerintah dalam menyerap tenaga kerja
dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sejumlah program
pembangunan, terutama disebabkan oleh informasi yang valid dari pemerintah
daerah tentang potensi sumberdaya yang dimilikinya.Dengan asumsi, informasi
tersebut dapat dioptimalkan dalam program pembangunan dan pelayanan
public yang tepat, sesuai kebutuhan riil masyarakat.
Berdasarkan perspektif tersebut, pemerintah diyakini mampu
mengalokasikan anggaran kepada sektor-sektor ekonominya yang strategis
secara efisien dibandingkan oleh pemerintah pusat. Hanya saja, Martinez-
Varquez (1997) memberikan penegasan bahwa pengaruh langsung alokasi
belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah hanya akan terjadi, bila
desentralsasi fiskal berjalan secara efektif. Berbeda dengan argumentasi
khusaini (2006), menidentifikasi hubungan keduanya secara tidak langsung,
melalui tiga mekanisme, yakni: Pertama, pengaruh positif bila desentraliasi
fiskal akan meningkatkan efisiensi ekonomi pada aspek government
expenditure dan secara dinamis akan mendorong pertumbuhan ekonomi.
73
Kedua, pengaruh negatif bila desentralisasi fiskal menyebabkan
macroeconomic instrability, sehingga mengganggu pertumbuhan ekonomi,
Ketiga, perbedaan pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan
ekonomi dapat berbeda antar negara maupun antar daerah sebagai akibat dari
kelembagaan dan potensi sumberdaya yang berbeda. Pada negara sedang
berkembang, ataupun daerah yang belum berkembang, pengaruhnya dapat
negatif karena lemahnya aspek kelembagaan, minimnya potensi sumberdaya
ekonomi serta rendahnya skill tenaga kerja yang akan mengelola sumberdaya
alam, sosial dan keuangan.
Desentralisasi dan efeknya pada bidang ekonomi dalam hal ini alokasi
belanja daerah diekspektasi memiliki dampak positif terhadap upaya
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dampak positif tersebut diperoleh
melalui efisiensi ekonomi dan sasaran layanan yang lebih baik. jika hal tersebut
dapat dicapai melalui desentralisasi fiskal, maka diharapkan masyarakat
memiliki akses yang cukup terhadap jasa layanan yang disediakan oleh
pemerintah daerah yang lebih muda, dibandingkan bila dsediakan oleh
pemerintah pusat. Akses yang memadai terhadap layanan masyarakat, seperti
kesehatan, pendidikan an ekonomi untuk mengantarkan masyarakat mencapai
derajat kesejahteraan yang tinggi.
2.10.  Tinjauan Empirik
Sejumlah penelitian telah difokuskan pada hubungan antara pengeluaran
pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju dan berkembang
seperti Indonesia. Hasil bervariasi dari satu studi dengan yang lainnya. Barro
(1991) dalam studi cross section dari 98 negara untuk jangka waktu antara 1960-
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1985,menggunakan tingkat pertumbuhan PDB perkapita riil rata-rata tahunan
dan rasio konsumsi pemerintah dan menyimpulkan bahwa hubungan antara
pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah adalah negatif dan
signifikan. Bukti tambahan menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan yang positif
terkait dengan langkah-langkah stabilitas politik dan berbanding terbalik dengan
proxy untuk distorsi pasar. Hal yang sama, Taban (2010) meneliti pengeluaran
pemerintah dan pertumbuhan ekonomi untuk periode 1987: Q1 2006: Q4 dan
dengan pendekatan MWALD Granger uji kausalitas. Dia menemukan bahwa
pangsa pengeluaran pemerintah dan pangsa investasi terhadap PDB adalah
berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.
Penelitian yang dilakukan Shin (2010) di China menemukan  pengeluaran
pemerintah dalam bentuk subsidi pendidikan mendorong investasi dalam modal
manusia yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan
menurunkan kesenjangan. Sedangkan studi Muinelo, et.al (2010) pada 21
negara  OECD berpendapatan tinggi menemukan kebijakan fiskal akan
mendorong pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan.
Monteiro and Turnovsky (2008), Peran belanja pemerintah merupakan
faktor penentu pertumbuhan ekonomi, menggunakan model pertumbuhan
endogen dua sektor yaitu modal fisik dan modal manusia. Modal fisik dalam
bentuk infrastruktur. Dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi menciptakan
kesejahteraan. Temuan ini mengkorfirmasi bahwa pemerintah dalam melakukan
pilihan belanja yang produktif.
Sementara Asghar et al (2011a) sumberdaya yang dialokasikan untuk
pendidikan dan kesehatan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan
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ekonomi. Pemerintah harus memperhatikan kebijakan untuk mendorong sektor
swasta berinvestasi lebih banyak dalam pendidikan dan kesehatan. Lebih lanjut
Asghar et al. (2011b) Hubungan positif  belanja pemerintah pada modal manusia
dan pelayanan terhadap pertumbuhan ekonomi dan hubungan negatif
berhubungan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.  Penelitian ini
menyimpulkan bahwa pemerintah harus mengalokasikan lebih banyak
sumberdaya untuk sosial untuk meningkatkan produktivitas.
Penelitian lain tentang pengaruh desentralisasi fiskal terhadap
pertumbuhan ekonomi memang telah banyak ditemukan, akan tetapi
sebagaimana dikemukakan pada bagian awal, kesimpulan yang diperoleh
ternyata tidaklah sama, bahkan cenderung bertolak belakang. Banyak ahli yang
berpendapat bahwa desentralisasi fiskal ini akan berpengaruh positif terhadap
pertumbuhan ekonomi, sebagaimana hasil studi Malik at.el (2006), limi (2005),
Fadjar dan Sembiring (2007), serta Wibowo (2008). Sementara di sisi lain, tidak
sedikit juga yang berpendapat sebaliknya bahwa desentralisasi fiskal justru
berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, sebagaimana ditunjukkan
dalam studi Jin dan Zou (2005).
Selain itu, Ndjokou (2013) telah mengevaluasi hubungan antara kebijakan
fiskal dan pertumbuhan. Untuk tujuan ini, ia mengevaluasi pengaruh tingkat
pengeluaran publik dan pendapatan serta komposisi anggaran pada
pertumbuhan ekonomi yang diambil dari 9 negara dari CFA Franc Zona selama
periode 1990- 2010. Dengan menggunakan fokus pada analisis data panel, hasil
analisis menemukan bahwa pengeluaran publik secara signifikan mengurangi
pertumbuhan.
76
Temuan di atas, bagaimanapun, telah ditantang oleh berbagai karya
lainnya. Alexiou (2009), meneliti hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan
pengeluaran pemerintah di South Eastern Europa (SEE) dengan menggunakan
data panel menghasilkan hasil yang signifikan Lebih khusus, bukti yang
dihasilkan menunjukkan bahwa empat dari lima variabel yang digunakan dalam
estimasi yaitu belanja pemerintah pada pembentukan modal, bantuan
pembangunan, investasi swasta dan keterbukaan perdagangan semua memiliki
efek positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Vu Le dan Suruga (2005) meneliti dampak simultan belanja publik dan
Foreign Direct Investment (FDI) terhadap pertumbuhan ekonomi dari 105 negara
berkembang dan maju untuk periode 1970-2001 dengan menggunakan Fixed
Efect Model (FEM). Temuan utama mereka dapat dikategorikan menjadi tiga:
FDI, belanja publik dan inestasi swasta berperan dalam meningkatkan
pertumbuhan ekonomi. Kedua, pengeluaran publik non-capitall memiliki dampak
negatif pada pertumbuhan ekonomi dan akhirnya, belanja berlebihan dalam
belanja modal publik dapat menghambat efek menguntungkan dari FDI.
Penelitian lain oleh Loto (2011), meneliti efek pertumbuhan pengeluaran
pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Nigeria selama periode tahun
1980 sampai 2008, dengan fokus khusus pada sektor pengeluaran. Dia
menyelidiki efek pertumbuhan pengeluaran pemerintah di Nigeria selama periode
tahun 1980 sampai 2008, dengan fokus khusus pada pengeluaran sektoral. Lima
sektor utama yang dipilih adalah (keamanan, kesehatan, pendidikan,
transportasi, dan komunikasi dan pertanian). Variabel diuji dengan Stationary
dengan analisis Co-Integrasi dan Error-Correction. Hasil penelitian menunjukkan
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bahwa dalam jangka pendek, pengeluaran pada pertanian ditemukan negatif
terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Dampak pendidikan meskipun juga negatif
tidak signifikan. Dampak pengeluaran untuk kesehatan juga ditemukan positif
terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Meskipun pengeluaran transportasi,
keamanan nasional dan komunikasi yang positif terkait dengan pertumbuhan
ekonomi, namun secara statistik tidak signifikan.
Selain itu, Chude dan Chude (2013), meneliti efek dari pengeluaran publik
di bidang pendidikan pada pertumbuhan ekonomi di Nigeria selama periode
1977-2012. Pengeluaran pemerintah merupakan instrumen yang sangat penting
bagi pertumbuhan ekonomi untuk membuat kebijakan di negara-negara
berkembang seperti Nigeria. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
pengaruh pengeluaran publik terhadap pertumbuhan ekonomi di Nigeria dengan
menggunakan Error Correction Model (ECM). Penelitian ini menggunakan desain
penelitian  Ex-post facto dengan time series untuk menguji efek jangka panjang
dan pendek pengeluaran publik terhadap pertumbuhan ekonomi di Nigeria. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk pendidikan
memiliki hubungan yang positif dan signifikan secara statistik terhadap
pertumbuhan ekonomi di Nigeria dalam jangka panjang. Hasil  tersebut memiliki
implikasi penting dalam hal kebijakan dan pelaksanaan anggaran di Nigeria. Hal
yang sama, Okoro (2013), menggunakan data time series selama 32 tahun
(1980-2011), menyelidiki dampak pengeluaran pemerintah terhadap
pertumbuhan ekonomi di Nigeria. Dengan penerapan uji Kausalitas Granger,
Johansen Co-integrasi Test dan Error Correction Model, hasilnya menunjukkan
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bahwa ada hubungan dalam jangka panjang antara pengeluaran pemerintah dan
pertumbuhan ekonomi di Nigeria.
Nasiru (2012), studi ini mengkaji hubungan pemengeluaran pemerintah
dan pertumbuhan ekonomi di Nigeria (1961-2010) dengan pendekatan ECM dan
Granger Causality, hasil menunjukkan belanja modal menyebabkan
pertumbuhan ekonomi. Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa setiap
pengurangan belanja modal akan memiliki dampak negatif terhadap
pertumbuhan ekonomi di Nigeria.
Selain studi yang dilakukan pada sejumlah negara tersebut, di Indonesia
hingga saat ini juga telah terpublikasi sejumlah hasil studi empirik berkaitan
dengan topik-topik yang terkait dengan desentralisasi pembangunan khususnya
pada bidang fiskal, pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia dan
kemiskinan. Perspektif yang sama ditunjukkan Brodjonegoro (2001), Dartanto
dan Brodjonegoro (2003), studi dilakukan pada level provinsi di Indonesia
dengan menggunakan model persamaan simultan, menunjukkan hasil bahwa,
secara umum desentralisasi fiskal di Indonesia belum mampu mengimbangi
ketimpangan antar daerah. Studi juga dilakukan melalui pengelompokan provinsi
ke dalam kawasan tertentu, hasilnya menunjukkan bahwa kebijaksanaan
desentralisasi fiskal berdampak mengurangi ketimpangan antara Kawasan Timur
Indonesia (KTI) dan Kawasan Barat Indonesia (KBI). Ditunjukkan dengan
pertumbuhan ekonomi daerah di KTI yang lebih tinggi dan berada diatas rata-rata
nasional. Ironisnya, fakta menunjukkan Pulau Jawa dan Bali merupakan daerah
dengan pertumbuhan ekonomi yang paling rendah.
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Brata (2004) melakukan studi yang bertemakan komposisi penerimaan
sektor publik dan pertumbuhan ekonomi regional, meggunakan data panel 26
provinsi di Indonesia selama periode 1995-1998 dengan menggunakan model
analisis regresi metode ordinary least square (OLS). Hasil studi menunjukkan,
pertama, tidak semua komponen penerimaan Pemda Tk-I memberikan pengaruh
positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional yang dilihat dari PDRB per
kapita. Kedua, komponen penerimaan pemerintah daerah lebih memiliki
hubungan yang kuat dengan PDRB non migas daripada PDRB migas.
Mursinto (2004) melakukan studi tentang pengaruh derajat desentralisasi
fiskal dan tingkat kemandirian keuangan serta elastisitas pendapatan asli daerah
terhadap kategori pemerintahan kabupaten dan kota pada awal otonomi daerah
di Provinsi Jawa Timur. Studi ini mengkombinasikan sejumlah model analisis,
antara lain model derajat desentralisasi fiskal, model tingkat kemandirian, model
elastisitas PAD, model skoring, model analisis diskriminan dan model analisis
korelasi. Secara keseluruhan studi ini menemukan bahwa pengaruh derajat
desentralisasi fiskal dan tingkat kemandirian keuangan serta elastisitas PAD
terhadap kategori Pemerintahan Kabupaten dan Kota pada awal otonomi daerah
di Provinsi Jawa Timur berbeda-beda kemampuannya dalam melaksanakan
otonomi daerah. Jumlah kabupaten dan kota yang telah mampu melaksanakan
otonomi daerah dilihat dari sisi keuangan daerahnya sebanyak 12 daerah atau
hanya mencapai 32,43 persen. Selain itu, ditemukan bahwa terdapat korelasi
yang signifikan pengeluaran pembagunan terhadap PDRB Kabupaten dan Kota
pada awal otonomi daerah, dimana semakin besar pengeluaran pembangunan
untuk kepentingan publik yang berupa sarana dan prasarana akan membawa
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dampak meningkatnya PDRB yang pada gilirannya akan berhasil pula
pembagunan ekonomi daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur.
Adi (2006) mengembangkan studi mengenai hubungan antara
pertumbuhan ekonomi daerah, belanja pembangunan dan pendapatan asli
daerah. Studi dilakukan pada level kabupaten dan kota se Jawa dan Bali selama
1998-2003 (data sebelum dan setelah pelaksanaan desentralisasi), dengan
menggunakan analisis jalur (path analysis). Hasil studi menunjukkan, pertama,
pertumbuhan ekonomi daerah mempunyai dampak yang signifikan terhadap
peningkatan PAD. Kedua, belanja pembangunan memberikan dampak positif
dan signifikan terhadap PAD dan pertumbuhan ekonomi.
Khusaini (2006) menggambarkan pelaksanaan desentralisasi fiskal di
Indonesia melalui studi yang dilakukan di Jawa Timur. Sejumlah hasil studi,
antara lain, pertama, pada sisi pengeluaran, expenditure decentralization telah
berlangsung, tetapi pemerintah pusat masih melakukan pengeluaran-
pengeluaran terutama untuk urusan-urusan yang menjadi tanggung jawabnya
yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan pemerintah daerah. Kedua, pada
sisi penerimaan, revenue decentralization masih belum terimplementasikan
dengan baik., khususnya di Jawa Timur. Ketiga, masih banyak terjadi kesalahan
interpretasi pelaksanaan desentralisasi fiskal di sejumlah daerah, dengan lebih
banyak menyentuh sisi penerimaan daerah (khususnya PAD) yang terbukti
dengan banyak Perda yang bermasalah. Khusaini (2006) juga memaparkan hasil
kajian West dan Wong (1995), menunjukkan desentralisasi fiskal di China justru
meningkatkan ketimpangan antar daerah dalam penyediaan fasilitas kesehatan
dan pendidikan. Hasil yang sama juga ditunjukkan pada hasil kajian Winkler dan
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Round (1996), desentralisasi fiskal di Chilie menciptakan ketidak-adilan dalam
pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan.
Nursini (2006) mengembangkan studi mengenai hubungan kebijaksanaan
fiskal, keterbukaan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama
periode 1974-2003. Studi ini menggunakan data sekunder time series dengan
metode analisis model estimasi pengaruh langsung dan model tidak langsung
melalui sistem persamaan simultan. Hasil studi menunjukkan, pertama, investasi
SDM dan R&D berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi, baik dibiayai dari pajak maupun dari utang luar negeri, sementara
pengeluaran rutin dan investasi infrastruktur tidak berpengaruh secara signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi. Kedua, keterbukaan ekonomi berpengaruh
positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketiga, pengaruh
tidak langsung pengeluaran rutin, investasi infrastruktur, investasi SDM, investasi
R&D dan keterbukaan ekonomi berbeda-beda, tergantung pada kemajuan
teknologi, pembentukan modal manusia, investasi swasta, dan penyerapan
tenaga kerja. Keempat, penerimaan pajak berpengaruh positif dan signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara penerimaan utang luar negeri
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Kusreni (2006) mengembangkan studi dengan judul pengaruh perubahan
struktur ekonomi terhadap spesialisasi sektoral dan wilayah serta struktur
penyerapan tenaga kerja sektoral di Jawa Timur. Studi ini menunjukkan hasil,
yakni: pertama, perubahan struktur ekonomi berpengaruh signifikan negatif
terhadap struktur penyerapan tenaga kerja. Kedua, perubahan struktur ekonomi
berpengaruh signifikan terhadap spesialisasi sektoral. Ketiga, perubahan struktur
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ekonomi berpengaruh signifikan negatif terhadap spesialisasi wilayah. Keempat,
spesialisasi wilayah berpengaruh signifikan negatif terhadap spesialisasi sektoral.
Kelima, spesialisasi sektoral berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan
tenaga kerja. Keenam, spesialisasi wilayah berpengaruh positif, tapi tidak
signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.
Agussalim (2006) melakukan studi untuk menganalisis sejauh mana
pengeluaran pemerintah mampu meredukdi kemiskinan, melalui dinamika
pertumbuhan dan ketimpangan di Indonesia selama periode 1976-2004, dengan
menggunakan metode persamaan struktural model simultan. Studi ini diajukan
untuk mengeksplorasi kesulitan pemerintah dalam melakukan ekspansi fiskal
akibat anggaran yang kian terbatas, padahal angka kemiskinan masih relatif
tinggi dan pertumbuhan cenderung mengalami perlambatan. Hasil studi
menunjukkan, pertama, pertumbuhan dan penurunan ketimpangan merupakan
sesuatu yang baik bagi si miskin. Kedua, kemiskinan tampak lebih responsive
terhadap pertumbuhan daripada ketimpangan. Ketiga, pengeluaran pendidikan
dan kesehatan merupakan kebijaksanaan yang berpihak pada upaya
pengentasan kemiskinan. Keempat, pengeluaran kesehatan yang paling besar
pengaruhnya terhadap semua ukuran kemiskinan. Kelima, semua variabel makro
ekonomi, kecuali investasi, mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan.
Waluyo (2007) melakukan studi tentang pertumbuhan ekonomi dan
ketimpangan antar provinsi dan kawasan sejak diberlakukannya otonomi daerah
di Indonesia (2001-2005), dengan tujusn untuk menganalisis dampak
desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan
pendapatan antar daerah, dengan menggunakan model persamaan simultan
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melalui penggunaan data panel antar provinsi. Hasil studi ini menunjukkan,
pertama, desentralisasi fiskal berdampak meningkatkan pertumbuhan ekonomi
daerah relatif lebih tinggi di daerah pusat bisnis dan daerah yang kaya
sumberdaya alam dibandingkan daerah bukan pusat bisnis dan miskin
sumberdaya alam. Kedua, mekanisme transfer dana PKPD selama ini lebih
menguntungkan bagi daerah yang kaya sumberdaya alam melalui mekanisme
bagi hasil SDA. Ketiga, alokasi dana bagi hasil SDA untuk investasi sektor kunci
dalam perekonomian akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
Keempat, mekanisme DBHP lebih menguntungkan daerah kota yang merupakan
pusat bisnis dan industri, karena basis pajak daerahnya lebih tinggi. Kelima,
daerah-daerah yang miskin SDA dan bukan pusat bisnis dan industri
mengandalkan penerimaan daerah dari DAU dan DAK. Keenam, desentralisasi
fiskal berdampak mengurangi ketimpangan pendapatan antar daerah, terutama
antara daerah-daerah di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa serta antara KBI dan
KTI.
World Bank (2007) melakukan kajian tentang pengeluaran publik
Indonesia, dengan tema utama memaksimalkan peluang baru pada seluruh
daerah otonom di Indonesia. Kajian dengan menggunakan pendekatan deskriptif
ini, secara khusus hasil yang berkaitan dengan dampak desentralisasi fiskal
terhadap kesenjangan, yakni kesenjangan fiskal (fiscal gap) secara signifikan di
seluruh daerah telah terjadi sebelum dan setelah pelaksanaan sistem
desentralisasi. Pada tahun 1999, kabupaten/kota paling kaya memiliki
pendapatan fiskal per kapita sebesar 30 kali dari pendapatan fiskal per kapita
daerah paling miskin  dan angka ini masih tetap sama hingga tahun 2004, empat
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tahun setelah implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia. Selain itu, sebelum
pelaksanaan sistem desentralisasi fiskal, provinsi paling kaya memiliki tingkat
pendapatan 13 kali lebih besar daripada provinsi paling miskin. Kinerja ini
semakin memburuk pada tahun 2004, ketika tingkat koefisien gini-nya mencapai
15, sedangkan koefisien variasinya menunjukkan adanya kesenjangan fiskal,
bahkan setelah pelaksanaan desentralisasi fiskal.
Fakhtong (2012), Pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan dan
pelatihan, pengembangan modal manusia dan kemajuan teknologi dapat
menghasilkan efek global dalam bentuk pertumbuhan ekonomi dan penurunan
ketimpangan. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Fakhtong (2012),
Pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan dan pelatihan,
pengembangan modal manusia dan kemajuan teknologi dapat menghasilkan
efek global dalam bentuk pertumbuhan ekonomi dan penurunan ketimpangan.
Tajuddin (2007) melakukan studi tentang pengaruh struktur pendapatan
dan belanja pemerintah kota terhadap kemandirian wilayah dan perkembangan
kegiatan ekonomi masyarakat Kota Makassar. Hasil studi menunjukkan, antara
lain: pertama, PAD, non-PAD, belanja rutin dan belanja pembangunan
berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi swasta. Kedua, belanja
rutin, belanja pembangunan dan investasi swasta berpengaruh langsung secara
positif dan signifikan terhadap kemandirian wilayah. Ketiga, PAD, non-PAD,
belanja rutin, belanja pembangunan, investasi swasta dan kemandirian wilayah
berpengaruh langsung, positif dan signifikan terhadap perkembangan kegiatan
masyarakat. Keempat, belanja rutin, belanja pembangunan berpengaruh tidak
langsung yang positif terhadap perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat
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melaui kemandirian wilayah. Kelima,  PAD, non-PAD, belanja rutin dan belanja
pembangunan berpengaruh tidak langsung yang positif terhadap perkembangan
kegiatan ekonomi  masyarakat melalui investasi swasta. Keenam, PAD, non-
PAD, belanja rutin dan belanja pembangunan memiliki pengaruh tidak langsung
yang positif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat melalui investasi swasta dan
kemandirian wilayah.
Ernawati (2008) melakukan studi tentang pengaruh perubahan ekonomi
sektoral terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja serta
kesejahteraan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Studi ini
menggunakan data panel 7 kabupaten/kota dan 10 tahun periode pengamatan
1996-2005, dengan model analisis Partial Least Square (PLS). Hasil studi secara
umum menunjukkan: perubahan ekonomi sektoral tidak berpengaruh signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi; perubahan ekonomi sektoral berpengaruh
signifikan negatif terhadap penyerapan tenaga kerja; pertumbuhan ekonomi
berpengaruh signifikan negatif terhadap penyerapan tenaga kerja; pertumbuhan
ekonomi berpengaruh signifikan positif terhadap kesejahteraan masyarakat; dan
penyerapan tenaga kerja berpengaruh signifikan negatif terhadap kesejahteraan
masyarakat.
Sasana (2008) melakukan studi mengenai pengaruh desentralisasi fiskal
terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan anatar daerah serta
penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan di kabupaten/kota di Provinsi Jawa
Tengah. Studi ini mempergunakan data panel yang menggabungkan data time-
series periode pengamatan dan cross-section kabupaten/kota, dengan memakai
metode analisis jalur (path analysis) untuk melihat pengaruh dan korelasi antar
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variabel. Hasil studi secara umum menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal
berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, kesenjangan antar
daerah, tenaga kerja terserap serta kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan
ekonomi dan penyerapan tenaga kerja pada masing-masing daerah yang makin
besar akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu,
pertumbuhan ekonomi yang tinggi berpengaruh terhadap menurunnya
kesenjangan antar daerah yang pada gilirannya akan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
Sulistyowati (2013). Penelitian menganalisis pengaruh dan dampak
pengeluaran pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terhadap penyerapan
tenaga kerja sektoral dan kemiskinan di Jawa Tengah. Model dibangun dengan
menggunakan pendekatan ekonometrika dalam persamaan simultan. Metode
analisis menggunakan Two Stage Least Square. Hasil simulasi menunjukkan
bahwa kebijakan peningkatan pengeluaran pendidikan, kesehatan dan
infrastruktur menyebabkan peningkatan penyerapan tenaga kerja pada semua
sektor dan mengurangi kemiskinan.  Kebijakan peningkatan pengeluaran
infrastruktur paling besar pengaruhnya dalam peningkatan penyerapan tenaga
kerja sektor industri dan pertanian.
Soeherman et.al (2014), pengaruh investasi swasta, investasi publik
terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenga kerja serta kesejahteraan
masyarakat Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
investasi publik  berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan
ekonomi berpengaruh negatif  dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja,
investasi publik perpengaruh positif  dan signifikan terhadap penyerapan tenaga
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kerja, pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kesejahteraan dan penyerapan tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap kesejahteraan.
Berdasarkan sejumlah teori dan hasil studi empiris yang diuraikan
tersebut, desentralisasi pembangunan yang salah satunya ditandai dengan
kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanjanya secara tepat,
khususnya belanja modal, efeknya pada bidang ekonomi diekspektasi memiliki
dampak positif terhadap upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini
diperoleh melalui peningkatan efisiensi (increased efficiency) ekonomi dan
sasaran layanan yang lebih baik (better targeting of services). Masyarakat
memiliki akses yang cukup terhadap jasa layanan yang disediakan oleh
pemerintah daerah dengan lebih mudah. Akses yang memadai terhadap
layanan, seperti layanan kesehatan, pendidikan dan sosial ekonomi, akan
mengantarkan masyarakat untuk keluar dari ketidakmampuannya dalam
memenuhi kebutuhannya sebagaimana yang dialaminya dengan pendekatan
sentralisasi pembangunan selama ini.
Adapun perbedaan utama studi ini dengan penelitian sebelumnya adalah
bahwa fokus perhatian akan dilakukan terhadap daerah kabupaten/kota di
provinsi Sulawesi Selatan, sementara penelitian lainnya kebanyakan berorientasi
pada wilayah Provinsi dalam suatu negara. Pertimbangan utamanya adalah
bahwa daerah kabupaten/kota sesungguhnya merupakan ujung tombak
pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia. Daerah kabupaten/kota secara
langsung mengetahui preferensi masyarakat lokal dan potensi sumber daya
daerah.
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BAB III
KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS
3.1 Kerangka Konseptual
Penerapan kebijakan desentralisasi fiskal pada berbagai negara
berkembang, selain dipengaruhi oleh adanya faktor kemunduran pembangunan
ekonomi, kebijakan ini juga dipengaruhi oleh tuntutan terhadap peningkatan
pelayanan masyarakat agar menjadi lebih baik (Behrman, 2003 dan Sidik, 2002).
Adanya kegagalan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, kemudian
muncul pemikiran mengenai perlunya pengaturan desentralisasi, termasuk
desain desantralisasi fiskal, yaitu berkaitan siklus pengelolaan dana yang berasal
dari pusat kepada daerah berupa subsidi dan bantuan (Widjaja, 2002).
Kebijakan fiskal merupakan instrumen pokok yang mengantarkan
pemerintah menjalankan perannya dalam perekonomian negara. Program
pembangunan pada sektor-sektor yang berkaitan dengan layanan sosial
kemasyarakatan, seperti pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan
bidang sosial kemasyarakatan lainnya merupakan bentuk perhatian pemerintah
secara langsung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu,
kebijakan program dan penganggaran yang berorientasi pertumbuhan ekonomi,
secara tidak langsung akan mendorong kesejahteraan masyarakat melalui
prinsip trickle down effect.
Todaro dan Smith (2003) menegaskan bahwa pengeluaran pemerintah
untuk social overhead dan ekonomi memberikan kesempatan kerja, menaikkan
pendapatan dan selanjutnya meningkatkan kapasitas perekonomian. Sejalan
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dengan itu, Mankiw (2007) menjelaskan bahwa dengan didorong oleh insentif
kebijakan fiskal, seperti pemotongan pajak, akan mendorong pertumbuhan
ekonomi melalui peningkatan tabungan masyarakat. Peran pemerintah dalam
perekonomian, kembali ditegaskan Barro dan Sala-i- Martin (2004) yang secara
spesifik disebut sebagai pengeluaran produktif pemerintah, memiliki korelasi
secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui dampaknya terhadap
investasi.
Hubungan antar variabel menggunakan dasar studi teoritik dan studi
empirik, dijelaskan berikut ini. Pertama, belanja modal sebagai komponen
penting dalam pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh terhadap
pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Hal ini mengingat belanja
modal merupakan investasi sektor publik yang berpotensi mendorong tumbhnya
aktivitas ekonomi masyarakat secara luas. Korelasi ini dilandasi oleh dukungan
teori, antara lain Keynes (1936, Barro (1990, Mankiw (2007), Todaro and Smith
(2003), Barro and Sala-i-martin (2004), Cziraky (2004), Rosen and Gayer (2008),
Hyman (2010). Beberapa studi empirik terdahulu yang memperkuat studi ini
antara lain Brata (2004), Adi (2006, Nursini (2006), Agussalim (2006), Waluyo
(2007), Ernawati (2008), dan Sasana (2008).
Kedua, pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap penyerapan tenaga
kerja. Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran pencapaian output dari
setiap produksi, sehingga mampu mendorong peningkatan permintaan tenaga
kerja, bukan hanya karena perluasan usaha, akan tetapi juga didorong oleh
kenaikan tingkat upah. Hal ini didukung oleh teori antara lain Keynes (1936),
Ricardo (1951), Okun dalam Dornbush (1991), Philips dalam Mankiw (2007).
90
Selain itu, terdapat kajian empirik yang memperkuat penelitian ini terutama oleh
Ernawati (2008) dan Sasana (2008) serta dalam perseptif struktur ekonomi
penyerapan tenaga kerja oleh Kusreni (2006).
Ketiga, pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja terserap berpengaruh
terhadap kesejahteraan masyarakat. Melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi,
akan mendorong penyerapa tenaga kerja dan kesempatan berusaha yang
semakin luas sehingga masyarakat memunginkan memperoleh pedapatan yang
tinggi. Pendapatan yang tinggi tersebut akan meningkatkan daya belinya,
sehingga mampu memenuhi kebutuhan pokoknya seperti untuk kepentingan
perawatan kesehatan dan pendidikan. Dengan demikan tingkat kesejahteraan
masyarakat akan meningkat dengan didorong pertumbuhan ekoomi dan
tingginya tenaga kerja yang terserap. Hal ini didukung oleh sejumlah teori antara
lain Todaro and Smiht (2003, 2009), Rosen and Gayer (2008),
Studi empiris lainnya menunjukkan pada sejumlah negara, termasuk
Indonesia, memiliki hasil yang tidak seragam, bervariasi dan tidak konsisten
antara satu negara dengan negara lainnya, serta antara daerah dengan daerah
lainnya. Zhang and Zou (2001) menemukan pengaruh negatif desentralisasi
terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi di China. Martinez-Vazquez
dan McNab (2001) dan Feltenstein and Iwata (2005) menyatakan bahwa
desentralisasi fiskal berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan
stabilitas ekonomi makro di daerah. Begitu pula untuk kasus di Indonesia
sebagaimana hasil temuan Swasono (2007) dengan menggunakan data 367
kabupaten/kota menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal dalam hal ini diukur
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dengan dua ukuran yaitu rasio pendapatan daerah dan rasio pengeluaran,
cenderung berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.
Berbeda halnya dengan hasil penelitian Wibowo (2008) dengan
menggunakan data 29 provinsi di Indonesia menemukan desentralisasi fiskal
berpengaruh positif terhadap pembangunan daerah. Hal tersebut sejalan dengan
penelitian Waluyo (2007) dalam Haryanto (2012) yang menggunakan data 33
provinsi menemukan bahwa desentralisasi fiskal berdampak positif terhadap
pertumbuhan ekonomi daerah, yang mana mekanisme pemberian Dana Bagi
Hasil Pajak (DBHP) dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBHSDA)
berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi di daerah
pusat bisnis dan miskin sumberdaya alam. Di samping itu juga disimpulkan
bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan faktor dominan dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi daerah.
Sebagaimana telah diuraikan pada latar belakang, dimana negara-negara
berkembang melakukan kebijakan desentralisasi fiskal sebagai salah satu cara
meloloskan diri dari adanya berbagai ketidakefektifan dan ketidakefisienan
pemerintah, serta ketidakcukupan pertumbuhan ekonomi (Bird dan Vaillancourt,
2000). Kebijakan desentralisasi fiskal dapat dipandang sebagai instrumen dalam
meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.
Transmisi pengaruh kebijakan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan
ekonomi dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Adanya kebijakan desentralisasi fiskal akan menambah wewenang dan
tanggung jawab daerah otonom (pemerintah kabupaten/kota) terhadap
manajemen dan pengelolaan sumberdaya dan permasalahan lokal.
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b. Adanya penambahan wewenang dan tanggung jawab otonom tersebut
dijabarkan salah satunya melalui penambahan dana transfer dari pusat ke
daerah, sehingga berdampak pada bertambahnya pendapatan daerah dan
senderung meningkatkan pembelanjaan publik daerah.
c. Peningkatan belanja publik tersebut mengarah pada dua dampak yaitu;
Dampak langsung yaitu efisiensi alokatif sektor publik. Hal ini menunjukkan
tingkat seberapa besar prosentase kebocoran anggaran dan sejauh mana
peningkatan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat terjadi karena
adanya peningkatan pendapatan tersebut. Dampak tidak langsung yaitu
adanya peningkatan wewenang, mengharuskan daerah otonom
menghasilkan peraturan daerah sebagai dasar hukum dan acuan teknis
pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal. Adanya penambahan
pembelanjaan publik akibat kenaikan wewenang tersebut jika tidak ditopang
dengan aspek kelembagaan yang baik, akan meningkatkan instabilitas
makro yaitu naiknya inflasi di daerah karena dimungkinkan penciptaan utang
oleh daerah sehingga berdampak negatif pada pertumbuhan. Sedangkan
jika perubahan kebijakan tersebut ditopang  dengan kapasitas kelembagaan
yang baik, terwujud melalui kecukupan aturan yang diterbitkan, akan dapat
meningkatkan kepastian hukum, mengurangi biaya transaksi dan
meminimimalisir penciptaan utang daerah, sehingga menyerap gejolak inflasi
di daerah otonom kabupaten/kota.
Dalam perspektif pembangunan daerah, pemerintah daerah berperan
kuat dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan
APBD setiap tahunnya. APBD kabupaten/kota merupakan gambaran keseriusan
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pemerintah daerah untuk mengkonkritkan perannya dalam menciptakan
kesejahteraan masyarakat melalui program-program pembangunan yang
menjadi wewenangnya untuk dibiayai dalam satu tahun berjalan.
Kebijakan APBD kabupaten/kota sebagai bentuk aktualisasi fungsi
pemerintah daerah berperan dalam mewujudkan pembangunan pro-rakyat dalam
bentuk penyediaan public services yang dibutuhkan masyarakat. Tiga aspek
pokok kebijakan APBD ini, yakni pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.
ketiganya akan memberikan implikasi yang berbeda pada pencapaian tingkat
kesejahteraan masyarakat. Pada sisi penerimaan daerah harus menekan distorsi
ekonomi daerah dan pada sisi yang lain kebijakan belanja harus bisa
memberikan efek multiplier ekonomi yang besar terhadap aktivitas ekonomi
masyarakat. Dengan demikian pemerintah daerah diharapkan mengoptimalkan
perannya menjalankan fungsi alokatif dan distributive, untuk pemerataan
pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan.
Dalam penelitian ini, pengeluaran pemerintah di fokuskan pada alokasi
belanja modal sebagai investasi sektor publik, di mana di samping memberikan
efek langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat melalui implementasi
program padat karya, juga secara tidak langsung melalui pengembangan
aktivitas usaha ekonomi bagi perusahaan. Ketersediaan sejumlah infrastruktur
ekonomi akan mendorong berkembangnya investasi swasta sehingga membuka
lapang pekerjaan yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
Temuan yang diharapkan mampu dilahirkan disertasi ini, antara lain
berupa pengutan dan pembuktian terhadap teori yang telah ada sebelumnya,
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serta bantahan atas temuan konsep baru yang dapat menjadi landasan
pengembangan keilmuan lebih lanjut.
Gambar 3.1
Skema Kerangka Konseptual
Proses mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan
mengurangi ketimpangan pendapatan antar daerah merupakan salah satu
bagian penting dari tanggung jawab pemerintah daerah, salah satunya
diwujudkan melalui penikatan belanja modal setiap tahunnya. Pemerintah daerah
berusaha secara langsung mencipatkan lapangan pekerjaan untuk masyarakat
melali implementasi kegiatan pembangunan seperti pembangunan infrastruktur
yang bersifat padat karya. Selain itu, dengan pembangunan infrastruktur
ekonomi, akan mendorong aktivitas ekonomi secara luas yang diharapkan dapat
mendatangkan investasi swasta, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi
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serta terbuka kesempatan kerja dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
Alokasi belanja modal akan mendorong investasi, sehingga kapasitas
produksi akan meningkat. Peningkatan kapasitas produksi tersebut akan
meningkatkan produksi barang dan jasa pada berbagai aktivitas ekonomi
masyarakat yang kemudian menndorong peningkatan pertumbuhan ekonomi.
Pada saat yang sama, peningkatan kapasitas produksi akan mendorong
terbukanya sejumlah kesempatan keja dan kesempatan berusaha, sehingga
berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja. Selain itu, peningkatan
pertumbuhan ekonomi daerah yang di dorong oleh peningkatan produksi barang
dan jasa dari sektor-sektor yang dijalankan oleh masyarakat akan memberikan
pengaruh pada penyerapan tenaga kerja.
3.2 Hipotesis Penelitian
Berdasarkan tinjauan teori dan kerangka pikir penelitian yang disusun
maka hipotesis dalam penelitian ini terdiri dari hipotesis yang berhubungan
dengan pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, penyerapan tenaga
kerja dan kesejahteraan sebagai akibat alokasi belanja modal. Perumusan
hipotesis sebagai berikut:
1. Alokasi belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan
terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi
Selatan.
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3. Alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan
terhadap penyerapan tenaga kerja kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi
Sulawesi Selatan.
4. Alokasi belanja modal, pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja
berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota
di Provinsi Sulawesi Selatan.
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BAB IV
METODE PENELITIAN
4.1. Desain Penelitian
Secara umum penelitian dirancang sebagai penelitian yakni akan menguji
jawaban terhadap masalah. Pilihan atas rancangan penelitian yang bersifat
verifikatif eksplanatori ini merupakan konsekuensi dari pola pemikiran deduktif.
Kesimpulan yang diperoleh dari penalaranan deduktif merupakan hasil pemikiran
(logic) , dimana pada umumnya didasari atas ketidakpuasan terhadap sesuatu,
bukan hanya hasil pemikiran orang lain, bahkan termasuk dengan hasil
pemikiran sendiri. Karena itu, kesimpulan deduktif dianggap sebagai kesimpulan
sementara atasu sebagai dugaan. Sehinga untuk meyakinkan kebenarannya
diperlukan pengujian (verifikasi) yaitu membandingkan dan atau menyesuaikan
keadaan empirik dengan proses penalaran induktif.
Penelitian ini ditujukan untuk untuk mengukur pengaruh antara variabel
independen alokasi belanja modal pada APBD dengan variabel dependen
pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, penyerapan tenaga kerja dan
kesejahteraan masyarakat (IPM) melalui metode kuantitatif dengan
menggunakan persamaan simultan (simultaneous equation). Hasil pengujian
(verifikasi) tersebut diharapkan menghasilkan fakta dan temuan spesifik yang
berkontribusi pada pengembangan keilmuan, khususnya yang terait dengan teori
pertumbuhan dan pembangunan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan
masyarakat.
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4.2. Obyek Penelitian
Obyek dalam penelitian ini adalah seluruh daerah kabupaten dan kota di
Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari 21 kabupaten dan 3 kota. Penelitian
ini menggunakan data panel (pooled data) yakni menggabungkan data time
series dan cross section pada 24 kabupaten/kota . Penelitian ini difokuskan pada
data alokasi belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD), produk domestik regional bruto (PDRB), jumlah penduduk, penyerapan
tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan indeks
pembangunan manusia (IPM) setiap kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi
Selatan.
4.3. Data Penelitian
Data yang digunakan pada penelitian adalah data sekunder yang
bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian
Keuangan, Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan, Bappeda masing-
masing kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan. Data yang dikumpulkan dalam
penelitian ini, yaitu: data APBD dalam bentuk Alokasi Belanja Modal, Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Perkapita, Jumlah Penduduk,
Penyerapan Tenaga Kerja, Indeks Pembangunan Manusia, serta data lain yang
diperlukan untuk menunjang penelitian ini.
4.4. Teknik Analisis
Untuk menyelidiki hubungan antara belanja pemerintah daerah,
pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan, digunakan persamaan simultan dengan
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model yang rekursif (Gujarati, 2003). Dengan demikian spesifikasi umum model
persamaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Model persamaan regresi pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan
ekonomi
PE = α +β1AMB +ε (4.1)
b. Model persamaan regresi pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan
ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan
KETIMPANGAN = α +β1AMB + β2PE + ε (4.2)
c. Model persamaan regresi pengaruh belanja modal dan pertumbuhan
terhadap Penyerapan Tenaga Kerja
PTK = α +β1AMB + β3PE + ε (4.3)
d. Model persamaan regresi pengaruh belanja modal, pertumbuhan ekonomi
dan penyerapan tenaga kerja terhadap kesejahteraan masyarakat
IPM = α +β1AMB + β2PE + β4PTK + ε (4.4)
Dimana :
AMB = Alokasi belanja modal
PE = Pertumbuhan Ekonomi
KETIMPANGAN= Ketimpangan Pendapatan
PTK = Penyerapan Tenaga Kerja
IPM = Kesejahteraan Masyarakat
Ε = Error Term
α = Intercept
β = Koefisien regresi variabel yang diestimas
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4.5. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Studi ini akan menguji pengaruh alokasi belanja modal terhadap
pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, penyerapan tenaga kerja dan
kesejahteraan. Untuk mengoperasionalkan masing-masing variabel penelitian,
maka disusun definisi operasional sebagai berikut:
1. Belanja Modal (ABM) adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk
pengadaan sarana dan prasana kebutuhan publik dan menjadi aset tetap
pemerintah daerah yang bermanfaat lebih satu tahun. Komponen-komponen
belanja modal mencakup, belanja tanah, belanja peralatan dan mesin,
belanja gedung dan belanja bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan,
belanja asset tetap lainnya .Alokasi Belanja Modal diukur dengan rasio
belanja modal terhadap total belanja..
2. Pertumbuhan Ekonomi (PE) adalah perubahan relatif nilai riil produk
domestik bruto pada daerah otonom kabupaten dan kota dalam suatu
periode tertentu. Besarnya pertumbuhan ekonomi dinyatakan dalam bentuk
persen..
3. Ketimpangan Pendapatan (KETIMPANGAN) adalah kesenjangan
pendapatan perkapita yang terjadi antara kabupaten/kota yang diukur
dengan menggunakan Indeks Entropi Theil.
4. Penyerapan Tenaga Kerja (PTK) adalah perbandingan jumlah penduduk
yang berumur 15 tahun ke atas yang melakukan pekerjaan dengan maksud
memperoleh pendapatan dalam bentuk upah atau membantu memperoleh
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keuntungan atau pendapatan secara kontinyu dengan waktu paling sedikit
satu jam dalam seminggu saat pendataan angkatan kerja dilakukan.
5. Kesejahteraan masyarakat dinyatakan (IPM)) adalah terpenuhinya hak-hak
dasar masyarakat sehingga mencapai kualitas hidup yang layak.
Kesejahteraan masyarakat ini diproksi dari pencapaian IPM yang
menggambarkan tingkat perkembangan dan kemampuan sumberdaya
manusia pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN
6.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya,
maka diperoleh kesimpulan  sebagai berikut:
1. Alokasi Belanja Modal pada APBD berpengaruh positif dan signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan alokasi belanja modal
pada ABPD akan mendorong pningkatan pertumbuhan ekonomi daerah
kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan
implementasi kebijakan pembangunan yang dituangkan dalam belanja
modal pada APBD, secar empirik dianggap tepat untuk tujuan makroekoomi
daerah, mencapai pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Alokasi belanja modal pada APBD berpengaruh positif dan signifikan
terhadap ketimpangan pendapatan. Sedangkan perumbuhan ekonomi
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap terhadap ketimpangan
pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Alokasi belanja modal pada APBD dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh
positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. kabupaten/kota di
Provinsi Sulawesi Selatan. Peningkatan alokasi belanja modal ,khususnya
yang ditujukan untuk pembangunan infrastruktur daerah terbukti mampu
menyerap tenaga kerja kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Alokasi belanja modal pada APBD berpengaruh negatif dan dan tidak
signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di
Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara pertumbuhan ekonomi  dan
173
penyerapan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan..
5. Temuan studi ini memberikan dukungan dan perspektif pada sejumlah teori
untuk pengembangan keilmuan. Pengaruh secara positif alokasi belanja
modal pada APBD terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga
kerja, mendukung dan memperkuat teori kebijakan fiskal (termasuk teori
desentralisasi fiskal); teori pertumbuhan  antara lain dikemukakan oleh
Keynes (1936); Barro (1990); Martinez-Varquez and Pressman (2000);
Mankiw (2003); Barro and Sala-i-Marthin (2004); Cziraky (2004); Todaro
and`Smith (2003, 2006); Musgrave and Musgrave (1983); Rosen and Gayer
(2008); Hyman (2010) dan Halim (2008).
6. 2. Saran
1. Berkaitan dengan kerangka implementasi pembangunan daerah khususnya
kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, diperlukan ketegasan dalam
perencanaan pembangunan daerah yang berimplikasi pada struktur alokasi
belanja modal pada APBD sesuai dengan tujuan dan sasaran masing-
masing program pembangunan yang telah ditetapkan. Orientasi
pertumbuhan ekonomi ataupun orientasi penyerapan tenaga dan atau
kedua-duanya hendaknya secara nyata di dirumuskan dalam perencanaan
pembangunan, selanjutnya dijadikan rujukan bagi semua stakeholder dalam
implementasi nyata pembangunan daerah untuk mencapai derajat
kesejahteraan masyarakat pada daerah bersangkutan.
2. Alokasi belanja modal pada APBD, hendaknya didesain secara tepat guna
menyentuh aktivitas ekonomi yang nyata menjadi sumber pertumbuhan dan
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sekaligus memberi ruang dan peluang terbukanya kesempatan kerja dan
kesempatan berusaha.
3. Pertumbuhan sektor riil yang lebih optimal menyerap tenaga kerja daerah,
hendaknya lebih banyak diarahkan pada pengembangan sektor primer dan
sekunder, khususnya pada pengembang industri manufaktur yang berbasis
potensi sumberdaya lokal, yang akan menghasilkan output spesifik lokal,
Industri lokal kabupaten/kota di Provinsi, hendaknya memperhatikan tiga hal
pokok, yakni pemanfaatan sumberdaya lokal, penciptaan nilai tambah dan
pertimbangan sepek lingkungan. Alokasi belanja modal hendaknya mampu
mendorong penciptaan indutri baru yang dapat berkontribusi pada
pengembangan ekonomi daerah, melalui pemanfaatan sumberdaya lokal
secara optimal. Industri yang berorientasi pengembangan produk/komoditi
baru yang akan mendorong pengenalan teknologi maju dan promosi
pemasaran pada segmen ternteu, sehingga dapat berkontribusi pada nilai
tambah output yang tinggi pada daerah bersangkutan.
4. Sejalan dengan itu, mengingat dominannya peran pertumbuhan ekonomi
dalam kerangka model pembangunan yang terdesentralisasi, seperti yang
dikembangkan dalam studi ini, maka model pertumbuhan ekonomi daerah
yang lebih tepat diterapkan dalam pilihan perubahan struktur ekonomi
dengan pertumbuhan ekonomi berbasis pada penyerapan tenaga kerja yang
tinggi dengan capaian peningkatan kesejahteraan yang tinggi pula. Langkah
utama yang harus dilakukan dengan memperluas aktivitas ekonomi melalui
dua pendekatan. Pertama, penguatan sektor swasta yang terkait dengan
peningkatan investasi bagi daerah-daerah yang tidak memiliki kecukupan
penerimaan dan kapasitas fiskal. Kedua, melakukan promosi investasi di
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luar daerah dan asing untuk tujuan memenuhi kecukupan fiskal bagi dana
pembangunan, khususnya investasi sektor publik. Untuk itu, pengambil
kebijakan pembangunan pada daerah bersangkutan, hendaknya
mengedepankan kegiatan  prdagangan dan perubahan teknologi untuk
bagian penting dalam setiap visi dan misi pembangunan daerah.
5. Kerangka implementasi pembangunan daerah sebagaimana strategi yang
dimaksudkan tersebut, lebih detail dapat diimplementasikan ke dalam
program-program pembangunan strategis pada setiapp daerah antara lain:
Pertama, pembangunan berbasis keuntungan kompetitif, didasarkan pada
unsur kreativitas, teknologi dan kualitas sumberdaya manusia yang
dikombinasikan untuk menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi.
Dapat aja terjadi, suatu daerah yang tidak mempunyai kandungan
sumberdaya alam yang memadai tetapi mampu berkembang pesat karena
kelebihan teknologi dan sumberdaya manusia. Kedua, pengembangan
komoditas unggulan, dimana pemerintah daerah mendorong setiap desa
atau kecamatan untuk mngembngkan satu atau dua komoditi yang
mempunyai potensi bsar dan mempunyai daya saing tinggi sesuai
keuntungan kompetitif yang dimilikinya. Ketiga, peningkatan kemampuan
teknologi daerah melalui pengembangan pendidikan tinggi, pengembangan
studi dan pengembangan (R&D) untuk melahirkan inovasi dan produk baru.
Keempat, peningkatan kualitas sumberdaya manuisia melalui
pengembangan pendidikan, kesehatan dan gizi masyarakat. Kelima,
pengembangan kewirausahaan daerah yang tinggi, potensi ekonomi yang
ada dapat diwujudkan menjadi kegiatan produksi oleh keberanian para
pelaku ekonomi daerah dalm menanggung resiko berinvestasi. Keenam,
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pembangunan ekonomi ota dan desa. Kota merupakan pusat kegiatan
ekonom sektor modern (industri, perdagangan dan  ja) dan memiliki
keterkaitan yang kuat dengan sektor pertanian baik sebagai penyedia bahan
baku maupun input secara umum di pasar. Dengan demikian pembangunan
ekonomi desa juga merupakan bagian yang tidalk dapat dipisahkan dalam
pembangunan ekonomi daerah, sehingga pembangunan ekonomi berciri
pedesaan perlu dilakukan secara terintegrasi dan terpadu dengan
pembangunan ekonomi perkotaan.
6. Untuk pengembangan keilmuan, untuk studi lanjut, studi empirik yang lebih
mendalam diperlukan dengan pengembangan variabel yang lebih luas,
khususnya pengembangan variabel alokasi belanja modal dan
kesejahteraan masyarakat. Selain variabel alokasi belanja modal pada
APBD, studi lanjutan hendaknya juga mencakup belanja langsung lainnya,
seperti belanja barang dan jasa serta belanja pegawai. Pengembangan
Variabel kesejahteraan masyarakat, tidak hanya mencakup IPM, akan tetapi
hendknya mencakup indikator kesejahteraan masyarakat lainnya, seperti
indeks kriminalitas (keamanan), indeks demokrasi dan partisipas daerah
bersangkutan.
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